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I. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS BISNIS, DAN SEJARAH UNEJ

1.1

1.2

1.3

1.4

Visi

Visi UNEJ adalah menjadi universitas “unggul dalam pengembangan
sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan
pertanian industrial”.

Selanjutnya masing-masing unit kerja menetapkan visinya diderivasi
dari visi UNEJ tersebut.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik,
vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis
dan pertanian industrial serta bereputasi internasional;

2. Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni
melalui proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai;

3. Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan
dan akuntabel berbasis teknologi informasi; dan

4. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan
untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UNEJ.

Tujuan

Sebagaimana dalam Statuta, tujuan UNEJ adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan lulusan yang cendekia, kompetitif, dan adaptif;

2. menghasilkan karya sains, teknologi, dan seni yang unggul dan
bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan
kontributif bagi masyarakat;

3. mewujudkan budaya kerja unggul dengan memantapkan penerapan
sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis
teknologi informasi dan komunikasi; dan

4. mewujudkan UNEJ yang diakui secara nasional dan internasional.

Rencana Strategis Bisnis Universitas Jember

1. Menjaga, menyelaraskan, dan mewujudkan cita-cita Universitas
Jember dan misi pendidikan tinggi;

2. Mengembangkan perencanaan yang bertahap, sistematis dan
terukur sebagai acuan pengembangan yang lebih terarah dan
berkualitas;

3. Menjadikan Rencana Strategis Bisnis sebagai acuan Penyusunan
Perencanaan Program dan Penganggaran (SP4);

4. Menjadikan Rencana Strategis Bisnis sebagai dasar penyusunan
Rencana Kinerja Tahunan;

5. Menjadi rujukan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) dan Laporan Kinerja (LAKIN);

6. Menjadi salah satu dokumen perubahan Satuan Kerja ke Badan
Layanan Umum.



II.

1.5 Sejarah

Cikal bakal Universitas Jember berasal dari gagasan dr. R. Achmad
bersama-sama dengan R. Th. Soengedi dan R. M. Soerachman yang
bercita-cita mendirikan perguruan tinggi di Jember. Untuk mewujudkan
cita-cita tersebut pada tanggal 1 April 1957, ketiganya membentuk
panitia yang diberi nama Panitia Triumviraat dengan komposisi Ketua
dr. R. Achmad; Penulis R. Th. Soengedi, dan Bendahara R. M.
Soerachman. Selanjutnya Panitia Triumviraat ini pada tanggal 5
Oktober 1957 membentuk yayasan dengan nama Yayasan Universitas
Tawang Alun (disahkan dengan Akta Notaris tanggal 8 Maret 1958
Nomor 13 di Jember). Yayasan Universitas Tawang Alun inilah yang
kemudian mendirikan universitas swasta di Jember dengan nama
Universitas Tawang Alun yang kemudian disingkat UNITA.

Dalam perjalanannya, ketiga tokoh tersebut mendapatkan dukungan
penuh Bupati Jember saat itu, R. Soedjarwo. Berdasarkan Surat
Keputusan Menteri PTIP No. 151 Tahun 1964 tanggal 9 Nopember 1964,
tentang didirikannya Universitas Negeri di Jember. Usaha tanpa kenal
lelah sejak tahun 1957 itu akhirnya berhasil menjadi kenyataan,
Universitas Negeri Djember berdiri | Pada awal berdirinya pada tahun
1964, Universitas Negeri Djember yang disingkat UNED, memiliki lima
fakultas, terdiri dari Fakultas Hukum di Jember, dengan cabangnya di
Banyuwangi, Fakultas Sosial dan Politik dan Fakultas Pertanian di
Jember, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sastra di Banyuwangi. Dengan
rektor pertama dijabat oleh dr. R. Achmad. Kepemimpinan dr. R.
Achmad dilanjutkan oleh Letkol. R. Winoto (1966-1967), Letkol Soedi
Harjohoedojo (1967-1969), Letkol. Soetardjo, SH (1969-1978) dan Kol.
Drs. H. R. Warsito (1978-1986).

Baru semenjak tahun 1986, rektor Universitas Jember dijabat oleh
sivitas akademika-nya sendiri, yakni oleh Prof. Dr. Simanhadi
Widyaprakosa (1986-1995), Prof. Dr. Kabul Santoso, MS (1995-2003),
Dr. Ir. T. Sutikto, MSc (2003-2011), Drs. Moh. Hasan, Msc Ph.D. (2012-
2020) dan Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. (2020 sampai sekarang)

LATAR BELAKANG PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI UNEJ

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut sistem
penjaminan mutu pendidikan tinggi dibagi menajdi 2 yaitu sistem penjaminan
mutu pendidikan tinggi UNEJ yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri
disebut dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem
penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Badan Kreditasi
Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri
(LAM).



III.

IV.

Pasal 52 ayat(2) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan
mutu dilakukan melalui Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar
Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti yang di singkat dengan PPEPP. Dengan
demikian, UNEJ harus menetapkan standar yang ingin dicapai yang selalu
dilakukan melalui siklus PPEPP sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan
continous qulaity improvement.

Universitas Jember (UNEJ) dalam membangun Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI) diawali dengan Penyusunan 4 Dokumen SPMI yaitu: Dokumen
Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, Dokumen
Formulir SPMI.

Setelah ditetapkan, dokumen-dokumen tersebut kemudian dilakukan
evaluasi, pengendalian, dan peningkatan oleh pihak-pihak yang berwenang
sesuai Dokumen Manual SPMI yang telah ditetapkan. Jika berdasarkan hasil
evaluasi target standart sudah memenuhi atau melampaui, maka peningkatan
standar baru perlu ditetapkan dan dituangkan kembali pada 4 dokumen acuan
penyususnan dan pelaksanaan standar. Demikian siklus membangun sistem
penjaminan mutu internal ini dilakukan sehingga jika sistem berjalan dengan
baik, maka paningkatan mutu perguruan tinggi akan terjadi secara istiqomah,
dan berkelanjutan (kaizen).

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNEJ

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UNEJ menjamin mutu akademik dan non
akademik yakni Tridarma Perguruan Tinggi dan sumber daya terkait baik
sumber daya manusia maupun sarana parasara pendukung serta S5 standard
layanan administratif. Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh jenjang strata
pendidikan di UNEJ (Diploma 3, Sarjana, dan Pascasarjana), unit yang ada di
UNEJ yaitu Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga, dan UPT.

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

Dalam Kebijakan Mutu ini yang dimaksud dengan:

(1) Produk tridarma adalah semua produk UNEJ berkaitan dengan
penyelenggaran tridarma guna memenuhi kebutuhan stakeholders dan
berkontribusi pada perkembangan sains, teknologi, dan seni;

(2) Stakeholders adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan
penyelenggaraan tridarma di UNEJ meliputi stakeholders internal dan
ekstrnal, yakni mahasiswa, staf (dosen/pendidik dan tenaga
kependidikan), masyarakat, dan pemerintah;

(3) Pelanggan atau biasa disebut stakeholders adalah orang atau lembaga
yang berkaitan atau ada hubungannya dengan organisasi dalam hal ini
Universitas Jember (unit-unit dalam lingkup SMM UNEJ).

(4) Merit system adalah penugasan atau promosi staf yang didasarkan pada
kemampuan staf untuk melaksanakan pekerjaan.

(5) Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling terkait atau
berinteraksi.



(6) Mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik (ciri yang
membedakan) yang inheren dalam memenuhi persyaratan.

(7) Kebijakan mutu adalah maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah
organisasi yang terkait dengan mutu seperti yang dinyatakan secara formal
oleh pimpinan puncak.

(8) Persyaratan adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya
tersirat atau wajib.

(9) Sistem Manajemen mutu adalah system untuk menetapkan kebijakan dan
sasaran serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkannya..

(10) Wakil Manajemen adalah pimpinan unit kerja di UNEJ yang disahkan oleh
Rektor.

(11) Tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak
dikehendaki.

(12) Tindakan  koreksi adalah tindakan menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.

(13) Validasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif bahwa
persyaratan bagi pemakaian atau aplikasi dimaksud telah terpenuhi.

(14) Verifikasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif bahwa
persyaratan yang ditentukan telah terpenuh

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS JEMBER
5.1 Tujuan dan Strategi SPMI UNEJ
a. Tujuan

Tujuan Kebijakan SPMI UNEJ adalah:

1. Sebagai dasar acuan sistem penjaminan mutu dalam rangka
menetapkan kewenangan dan tanggung jawab personel
manajemen yang terlibat dalam pengelolaan dan oprasionalisasi
sistem, dan memberikan gambaran umum seluruh proses sistem
penjaminan mutu yang diterapkan di UNEJ;

2. Untuk menjamin pemenuhan Standar SPMI UNEJ secara sistemik
dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya
mutu di UNEJ.

b. Strategi Kebijakan SPMI UNEJ

Pengendalian dan peningkatan standar harus terus dilakukan di saat

suatu standar sudah dicapai/dilampaui. Dalam SPMI seorang

pengelola harus memiliki Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI yang
baik sebagai suatu strategi berupa:

1. Quuality first: Semua pikiran dan tindakan pengelola UNEJ harus
memperioritaskan mutu;

2. Stakeholders-in: Semua pikiran dan tindakan pengelola UNEJ
harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan
(internal dan eksternal);

3. The next process is our stakeholder: Setiap pihak yang menjalankan
tugasnya dalam proses pendidikan di UNEJ harus menganggap



pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya
tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;

4. Speak with data: Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam
proses pendidikan di UNEJ harus didasarkan pada analisis data,
bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

S. Upstream management: Setiap pengambilan keputusan/kebijakan
dalam proses pendidikan di UNEJ harus dilakukan secara
partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

5.2 Asas dan Prinsip Implementasi SPMI UNEJ

Mutu UNEJ berpijak pada 2 dasar hukum yaitu Berdasarkan Undang-
Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut sistem
penjaminan mutu UNEJ di bagi menjadi 2 yaitu sistem penjaminan mutu
yang di lakukan oleh internal UNEJ di sebut dengan sistem penjaminan
mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang
di lakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) dan
atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Suatu Program Studi atau Suatu
Perguruan Tinggi mendapat peringkat Unggul jika telah menetapkan dan
memenuhi standar yang sangat jauh melampaui SN Dikti. Akreditasi yang
dilakukan oleh LAM saat ini hanya berlaku untuk program studi rumpun
kesehatan. Ke depan beberapa LAM yang sudah mendapat persetujuan
pengakuan pendirian dari Menteri akan melakukan proses akreditasinya.
Beberapa LAM tersebut adalah LAM-EMBA untuk rumpun ekonomi dan
bisnis, LAM-Kependidikan untuk rumpun ilmu Pendidikan, LAM-SAMA
untuk rumpun sains dan matematika, LAM-INFOKOM untuk rumpun
informasi dan komunikasi, serta LAM-Teknik untuk rumpun Teknik.
Sistem akreditasi internal maupun eksternal berpijak pada pangkalan
data pendidikan tinggi (PDPT). Oleh karena itu, pangkalan data UNEJ
harus selalu diperbarui oleh pihak yang berwenang dan yang
bertanggungjawab.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UU Dikti, Program Studi dikelola oleh suatu
satuan unit pengelola yang ditetapkan Rektor UNEJ. Universitas Jember
berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Jember menetapkan pengelolaan program studi
diserahkan kepada Koordinator Program Studi yang sering disingkat
dengan Koprodi atau KPS. Sistem penjaminan mutu internal di UNEJ
secara de jure menjadi tangung jawab Rektor. Pada tingkat program studi
menjadi tangung jawab Koprodi. Pada tingkat Fakultas menjadi tanggung
jawab Dekan, Pada tingkat Lembaga menjadi tanggung jawab Ketua
Lembaga dan pada tingkat unit pelayanan terpadu (UPT) menjadi
tanggung jawab Kepala UPT. Namun demikian, sistem penjaminan mutu
internal tersebut secara de facto menjadi tanggung jawab setiap individu



5.3

untuk menjadikan dirinya dan lembaga yang menaungi dirinya menjadi
bermutu.

Selanjutnya acuan mutu setiap individu, Laboratorium, Program studi,
Fakultas, Lembaga, UPT, dan Universitas secara keseluruhan harus
dibangun berdasarkan standar mutu. Standar mutu yang paling mudah
dapat dielaborasi dari setiap butir dokumen borang akreditasi Program
Studi yang terdiri dari Laporan Kinerja Prodi (LKPS) dan Laporan Evaluasi
Diri Prodi (LEDPS).

Manajemen SPMI UNEJ

Berdasarkan Pasal 52 ayat(2) UUNo.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar
Pendidikan Tinggi yang di singkat dengan PPEPP. Oleh karena itu, UNEJ
harus menetapkan standar yang ingin di capai melalui proses
pelaksanaan mencapai standar dengan siklus PPEPP tersebut (Gambar 1)
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Gambar 1. Sistem Manajemen Mutu Internal

Penetapan standar UNEJ minimal mengacu pada Permendikbud No.3
tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar
Nasional Dikti dapat dilampaui disesuaikan dengan Visi Misi Tujuan dan
Sasaran (VMTS) UNEJ (Gambar 2).
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Gambar 2. Pelampauan Standar UNEJ terhadap SNDikti

5.4 Unit atau Penanggung jawab Implementasi SPMI UNEJ
Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI UNEJ adalah semua pihak
yang tercantum dalam struktur organisasi di Universitas Jember.

Dalam menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan pelanggan,
dilakukan menurut Alur Proses yang disajikan dalam dokumen-dokumen
pendukung di seluruh unit kerja.

Secara keseluruhan struktur organisasi di Universitas Jember ditetapkan
sesuai dalam Gambar 3. Struktur organisasi lingkup SMM secara khusus
ditunjukkan oleh garis putus-putus dan struktur organisasi secara detail
disajikan pada masing-masing Unit Kerja.
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Gambar 3. Struktur Penanggung Jawab SPMI UNEJ

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dan personelnya
diuraikan dalam SOTK UNEJ No. 88 Tahun 2017.

Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI UNEJ

Saat ini UNEJ telah menetapkan standar SPMI yang memenuhi Standar
Nasional Dikti (SNDikti) yang terdiri dari 24 Standar Utama dan 25
Standar Tambahan. Berikut rincian standar SPMI UNEJ.

No | Nama Standar

Standar Utama

Standar Pembelajaran

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran

O |NOVU |, WIN—

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian

9 Standar Hasil Penelitian
10 Standar Isi Penelitian
11 Standar Proses Penelitian

12 Standar Penilaian Penelitian

13 Standar Peneliti

10



14 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

15 Standar Pengelolaan Penelitian

16 Standar Pembiayaan Penelitian

Standar Pengabdian kepada Masyarakat

17 Standar Hasil PkM

18 Standar Isi PkM

19 Standar Proses PkM

20 Standar Penilaian PkM

21 Standar Pelaksana PkM

22 Standar Sarana dan Prasarana PkM

23 Standar Pengelolaan PkM

24 Standar Pembiayaan PkM

Standar Tambahan

Standar Khusus

1 Standar Penyusunan VMTS

2 Standar Penyusunan Renstra dan Renop

3 Standar Kerjasama

Standar Disabilitas

1 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan Disabilitas

2 Standar Layanan Akademik bagi Mahasiswa dengan Disabilitas

3 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran bagi Mahasiswa
dengan Disabilitas

4 Standar Layanan Perpustakaan Ramah Disabilitas

S Standar Layanan Administrasi Akademik bagi Mahasiswa

dengan Disabilitas

Standar Mitigasi Bencana

Standar Mitigasi Bencana Kebakaran

Standar Mitigasi Bencana Gempa Bumi

Standar Mitigasi Bencana Putting Beliung

Standar Mitigasi Bencana Banjir Genangan

AP |WIN |~

Standar Mitigasi Bencana Gunung Meletus

Standar Green Campus

Standar Tataguna Lahan Berkelanjutan

Standar Implementasi Smart Building

Standar Implementasi Green Building

Stadar Upaya Pengurangan Emisi Karbon

Standar Efisiensi Penggunaan Energi

Standar Penanganan Limbag

Standar Pengelolaan Sumberdaya Air

Standar Manajemen Transportasi Berorientasi Lingkungan

Standar Pendidikan Lingkungan

tandar Layanan Administrasi

Standar Layanan Perpustakaan

Standar Layanan Administrasi Kemahasiswaan

Standar Layanan Aministrasi Kepegawaian

Standar Layanan Aministrasi Perlengkapan

Standar Layanan Aministrasi Umum

OUP|WIN|~WO|0NOVU | WIN-

Standar Layanan Aministrasi Sistem Informasi

11




VI.

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL
SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPMI.

Universitas Jember telah menyusun dokumen standar mengacu standar
minimal pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi ditambah dengan 5 Standard Disabilitas, 5 Standar Mitigasi
Bencana, 9 Standar Green Campus, 6 standard layanan adimistrasi dan
standard pelayanan minimum (SPM) dengan mengacu pada standar yang
berlaku di butir-butir borang akreditasi dengan nilai skor 4 dan butir-butir
standar yang berlaku pada Akreditasi Internasional. Pada setiap standard yang
digunakan juga diacu indikator kuantitatif standard pelayanan minimum
(SPM). Dengan demikian, standar SPMI Universitas Jember sudah diarahkan
mencapai akreditasi prodi unggul dan akreditasi internasional.
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Gambar 4. Siklus tahapan membangun pelaksanaan SPMI
dengan prinsip PPEPP.

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan dengan cara menyusun
beberapa dokuman acuan yang terdiri dari 4 dokumen standar yaitu: Dokumen
Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, Dokumen
Formulir SPMI. Dokumen tersebut lalu diikuti oleh pelaksanaan untuk
mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Rektor UNEJ, diikuti oleh sistem
evaluasi dan pengendalian sistem penjaminan mutu internal. Jika
berdasarkan hasil evaluasi target standart sudah tercapai/terlampaui, maka
peningkatan standar baru perlu ditetapkan dan dituangkan kembali pada 4
dokumen SPMI tersebut. Demikian siklus membangun sistem penjaminan
mutu internal ini dilakukan sehingga jika sistem berjalan dengan baik,
paningkatan mutu UNEJ akan terjadi secara istigomah berkelanjutan/Kaizen
SPMI (Gambar 4).

Garis Besar isi Dokumen 1 Kebijakan SPMI adalah: 1. Visi, Misi, Tujuan,

Rencana Strategis, dan Sejarah Perguruan Tinggi; 2. Latar Belakang Perguruan
Tinggi menjalankan SPMI; 3. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik &
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VII.

nonakademik);4. Daftar dan definisi Istilah; 5. Garis besar kebijakan SPMI
pada Perguruan Tinggi antara lain: a. Tujuan dan Strategi SPMI, b. Prinsip atau
Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, c. Siklus SPMI (PPEPP). d. Unit atau pejabat
khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola
SPM], jika ada), e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI; 6. Informasi
singkat tentang Dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI,
Formulir SPMI; 7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen
Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).

Garis Besar isi Dokumen 2 Manual SPMI adalah: 1. Tujuan dan maksud
Manual SPMI; 2. Luas lingkup Manual SPMI, a. Manual Penetapan Standar; b.
Manual Pelaksanaan Standar; c. Manual Evaluasi Standar; d. Manual
Pengendalian Pelaksanaan Standar; e. Manual Peningkatan Standar; 3.
Rincian tentang hal yang harus dikerjakan; 4. Pihak yang bertanggung jawab
mengerjakan; 5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai
Manual SPMI; 6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus
dilaksanakan; 7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan
digunakan sebagai bagian dari Manual SPMI; 8. Rincian sarana yang
digunakan sesuai petunjuk dalam Manual SPMI.

Garis Besar Isi Dokumen 3 Standar SPMI adalah: 1. Definisi Istilah (istilah khas
yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir); 2. Rasionale Standar
SPMI (alasan penetapan standar tersebut); 3. Pernyataan Isi Standar SPMI
(misal: mengandung unsur A, B, C, dan D); 4. Strategi Pencapaian Standar
SPMI (apa/bagaimana mencapai standar); 5. Indikator Pencapaian Standar
SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target
pencapaian); 6. Interaksi antar Standar SPMI; 7. Pihak yang terlibat dalam
pemenuhan Standar SPMI.

Dokumen 4 Formulir SPMI memiliki banyak macam maupun jumlah formulir
SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar. Dapat dipastikan
bahwa setiap standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat
untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil
pelaksanaan standar. Bentuk baku formulir di tetapkan oleh LP3M yang dapat
diacu oleh lembaga dalam melaksanakan setiap standar pendidikan tinggi yang
telah di tetapkan.

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN
PERGURUAN TINGGI LAIN (AL: PANDUAN MUTU UNEJ ISO 9001 DAN ISO
37001; STATUTA, RENSTRA, IKU KEMENDIKBUD, STANDAR AKREDITASI
INTERNASIONAL).

Dokumen Kebijakan Universitas Jember ini dimaksudkan tidak hanya sebagai
refleksi UNEJ mengikuti tuntutan regulasi yang telah diundangkan oleh
pemerintah, tetapi secara substansial UNEJ memiliki kepentingan yang lebih
besar yakni diharapkan sebagai dokumen yang di integrasikan dengan
Panduan Mutu 9001; 2015 dan ISO 37001 yang ditindaklanjuti dalam bentuk
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pengembangan perencanaan baik dalam bentuk rencana strategis (Renstra)
ataupun rencana kerja (Renja) baik level universitas maupun level unit kerja.

Kebijakan SPMI ini juga diarahkan untuk menaungi kemungkinan standar-
standar baru yang perlu ditambahkan sejalan dengan perkembangan

tambahan aturan atau perundang-undangan baru seperti IKU Kemendikbud

dan standar yang berlaku pada akreditasi internasional yang di pilih oleh prodi
di Universitas Jember.

REFERENSI

1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
Nasional.

4. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang SPMI Dikti.

5. Permenristekdikti Jember No.88 Tahun 2017 tentang organisasi tatakelola.

6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Kepmendikbud No 984/P/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal
Universitas Jember.

8. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2016. Dirjen Dikti. Direktorat
Jenderal Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu.

9. SK Rektor No. 16782/UN25/0T/2017 tentang Pengangkatan Kelompok

Fungsional (Anggota) Pada Pusat-Pusat di Lembaga Pengembangan
Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember.

10.Renstra Bisnis Universitas Jember 2020 — 2024.
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KATA PENGANTAR

Standar Universitas Jember (UNEJ) Edisi Revisi 2 ini diharapkan dapat
digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan kelembagaan.
Standar UNEJ merupakan komponen pendukung pelaksanaan tridarma perguruan
tinggi di lingkungan UNEJ. Dengan terselesaikannya Standar UNEJ, kami
mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja untuk
melakukan revisi terhadap standar UNEJ tahun 2018. Selanjutnya kami berharap
syandar ini dapt dipergunakan untuk mengimplentasikan Good University
Governance.

Standar Universitas Jember disusun berdasarkan Permendikbud nomor 3
tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagai upaya
UNEJ dalam memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka monitoring dan evaluasi pemenuhan
ketercapaian SNPT dan Standar Dikti oleh perguruan tinggi, maka pemerintah
melakukan evaluasi dalam bentuk akreditasi prodi atau institusi PT yang
dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT. Seiring dengan hal tersebut,
maka dalam proses penyusunan Standar Universitas Jember dilakukan konfirmasi
dengan instrumen penilaian yang ditetapkan oleh BAN PT. Dengan tersusunnya
buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait baik level
universitas maupun unit kerja di lingkungan Universitas Jember. Akhirnya, penulis
menyadari Buku Standar Universitas Jember ini masih banyak kekurangan. Oleh
sebab itu, segala masukan yang konstruktif bagi perbaikan sangat diharapkan.

Jember, 1 Desember 2021
Ketua LP3M

Albert Tallapessy



PRAKATA

Sistem penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas pendidikan tinggi
menajdi bermutu adalah sistem manajemen yang diharapkan dibangun oleh suatu
perguruan tinggi. Universitas Jember (UNEJ) secara konsisten telah menerapkan
siklus manajemen mutu dalam pengelolaan tridarma perguruan tinggi dengan siklus
sistem penjaminan mutu. Hal tersebut sebagai bentuk tekad UNEJ dalam
mengimplementasikan indikator Good University Governance (GUG). Secara khusus
dalam aspek Penetapan, pemerintah telah menetapkan Permen Ristek Dikti nomer
44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi yang mengariskan
bahwa setiap perguruan tinggi harus menyusun dan menetapkan standar
perguruan tinggi (standar dikti) sesuai visi misinya sebagai dasar dalam
pengendalian dan peningkatan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Siklus tahapan membangun pelaksanaan SPMI dengan prinsip PPEPP perlu
didahului dengan membangun kebijakan SPMI Universitas Jember. Penerbitan
Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Jember Edisi Revisi 2 ini bertujuan tidak
hanya sebagai refleksi UNEJ mengikuti tuntutan regulasi yang digariskan oleh
pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti, tetapi secara substansial UNEJ memiliki
target yang lebih besar yakni Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Jember ini
diharapkan sebagai dokumen yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk
meningkatkan kegitan tridarma PT, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan
penyusunan Dokumen manual SPMI UNEJ, Dokumen Standar SPMI UNEJ, dan
Dokumen Formulir SPMI UNEJ.

Atas terbitnya Dokumen Kebijakan SPMI UNEJ Edisi Ravisi 1 ini, rektor
menyambut baik semoga buku ini secara kelembagaan menjadi dasar dan semakin
memperjelas arah pengembangan Universitas Jember menjadi world class University
sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas Jember.

Jember, 1 Desember 2021

Rektor Universitas Jember

Iwan Taruna
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VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS

Pengembangan Universitas Jember dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum didasari pada cita cita institusi yaitu Karya Rinaras Ambuka Budi Gapura
Mangesthi Aruming Bawana yang artinya tekad Universitas Jember untuk
menata diri selalu bekerja selaras, serasi dan seimbang yang dilandasi iman dan
tagwa untuk menerima dan mengembangkan iptek, menghasilkan sarjana yang
sujana sebagai manusia seutuhnya yang pengabdiannya selalu membawa
keharuman bangsa dan negara, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian umat
manusia. Fokus pada perencanaan dan peningkatan layanan tridarma melalui
karya inovatif tridarma di tingkat global dengan menerapkan otonomi perguruan
tinggi secara utuh.

Visi Universitas Jember
Unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan,
bisnis, dan pertanian industrial.

Misi Universitas Jember
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan
profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian
industrial serta bereputasi internasional;
2. Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif,
inovatif, dan bernilai;

3. Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan
akuntabel berbasis teknologi informasi; dan

4. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UNEJ.

Tujuan Universitas Jember

1. Mewujudkan lulusan yang cendekia, kompetitif, dan adaptif;

2. Menghasilkan karya sains, teknologi, dan seni yang unggul dan bernilai
ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi
masyarakat;

3. Mewujudkan budaya kerja unggul dengan memantapkan penerapan sistem
manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi
informasi dan komunikasi; dan

4. Mewujudkan UNEJ yang diakui secara nasional dan internasional.
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I. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
1. Rektor

WR 1

WR 3

Dekan/WD 1

Direktur Pascasarjana/Wakil Direktur 1 Pascasarjana

Ketua LP3M/GPM/UPM Universitas Jember

Kajur/Koprodi

Nogs Wb

II. DEFINISI ISTILAH

1. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang
telah disepakati.

2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi
pada kompetensi lulusan.

3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari
internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam
kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman
kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang
terkait Pembelajaran.

4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau
falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui
penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait
pembelajaran.

S. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan
menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang
diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

6. Keterampilan Umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib
dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan
lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.

7. Keterampilan Khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib
dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

8. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di
bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja
praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis

9. Dokumen standar kompetensi lulusan adalah dokumen yang menjelaskan
Tujuan Pendidikan atau Programme Educational Objectives (PEO), Profil
Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)/Programme Learning
Outcomes (PLO).

10. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan
universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan
akademik.

11. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program
yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.



III. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, kompetensi lulusan
merupakan output perguruan tinggi (PT) yang memenuhi kriteria capaian
pembelajaran lulusan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun
2012, bahwa salah satu fungsi perguruan tinggi untuk membentuk sumber
daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta bertanggung jawab
meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan untuk para
lulusan Universitas Jember, maka diperlukan adanya Standar Kompetensi
Lulusan. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu
dari setiap lulusan.

Dalam upaya meningkatkan akselerasi pengembangan pendidikan tinggi
di UNEJ dan sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yaitu Kampus Merdeka
yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2020. Dalam kebijakan ini ada tiga sasaran
pengembangan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi
pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan;
dan 3) Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas.
Berdasarkan sasaran ini maka ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) lulusan
yang digabungkan dengan standar lulusan UNEJ dalam SPMI-UNEJ.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria
minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian
Pembelajaran lulusan.

2. Rektor harus menetapkan Standar Kompetensi Lulusan paling lambat akhir
tahun 2021 dan melakukan peninjauan ulang minimal 1 kali dalam 4 tahun.

3. WR 1 harus memastikan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam
rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) digunakan sebagai acuan
utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses
pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar
pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

4. WR 1 harus memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu
pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan
dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yaitu rumusan capaian pembelajaran
program Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5, program Diploma
4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6,
program Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang
8, program Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9, program
pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8, dan program pendidikan
spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

S. WR 1 harus memastikan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai
bagian dari capaian pembelajaran lulusan mengacu pada Lampiran
Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti.
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9.

WR 1 harus memastikan Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus

sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan disusun oleh:

a. Forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau

b. Pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi
sejenis.

. WR 1 harus memastikan rumusan CPL sebagai rujukan Program Studi

sejenis telah dikaji dan ditetapkan oleh Menteri.

. WR 1 seharusnya memastikan rumusan CPL disusun dengan

mempertimbangkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value,
kebijakan baru, hasil evaluasi kurikulum yang berlaku sebelumnya, input
stakeholder, hasil tracer study, revolusi industri, dan perkembangan IPTEKS.
WR 1 seharusnya memastikan rumusan CPL telah dikaji menggunakan
prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound).

10.WR 1 seharusnya memastikan rumusan CPL mencakup kekhasan masing-

masing Program Studi.

11.WR 1 seharusnya memastikan kesiapan kerja lulusan dinyatakan dalam

persentase lulusan S1 dan D4 /D3 /D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan,
melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.

Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

2. Rektor melalui WR 1 menugaskan semua PS untuk merumusan CPL yang

sesuai dengan standar yang ditetapkan rektor.

. Rektor melalui WR 1 menugaskan semua PS untuk memfasilitasi mahasiswa

mendapatkan pekerjaan: melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.

. WR 1 dan Ketua LP3M melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan

ketercapaian standar kompetensi lulusan

. WR 1, Dekan, dan WD 1 melakukan pengendalian dan peningkatan standar

kompetensi lulusan.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.

Tersedianya peraturan SK Rektor tentang standar kompetensi lulusan.

2. Tersedianya dokumen capaian pembelajaran lulusan (sikap, pengetahuan,

6.

keterampilan umum, dan keterampilan khusus).

. Tersedianya berita acara penyusunan CPL yang dihadiri oleh alumni dan

stakeholder.
Laporan AMI terkait kesesuaian rumusan CPL dengan standar kompetensi
yang ditetapkan.

. Ketersediaan form rekomendasi untuk melamar pekerjaan dan melanjutkan

studi, SKPI, dan pusat karir mahasiswa.
Tersedia rekaman hasil evaluasi kesiapan kerja lulusan

VII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan:

1.

2.

Formulir sesuai yang tercantum dalam buku formulir sub Standar
Kompetensi Lulusan (F1.01.0n).
Dokumen Standar Kompetensi Lulusan dan Dokumen KKNI.
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I.

II.

III.

IV.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
Rektor

WR 1

WR 3

Dekan/WD 1

Direktur Pascasarjana/ Wakil Direktur 1 Pascasarjana

Ketua LP3M/GPM/UPM Universitas Jember

Kajur/Koprodi

N

DEFINISI ISTILAH

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran
lulusan dari KKNI untuk setiap program pendidikan

RASIONAL

Pendidikan Tinggi berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai
humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang
berkelanjutan. Standar Isi Pembelajaran Universitas Jember disusun untuk
menjamin agar pembelajaran pada Program Studi mencapai mutu sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan
juga untuk mendorong Program Studi melampaui kriteria yang ditetapkan
dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria
minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.

2. WR 1 harus memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan
dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI.

3. WR 1 harus memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada
program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor
terapan harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada
masyarakat.

4. WR 1 harus memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai
konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.

5. WR 1 harus memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit
harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan
tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang
pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam

6. WR 1 harus memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran lulusan program profesi paling sedikit harus menguasai teori
aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu

7. WR 1 harus memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi
Pembelajaran lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis
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VI.

paling sedikit harus menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan
tertentu

8. WR 1 harus memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis
paling sedikit harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu

9. WR 1 harus memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan
dalam bentuk mata kuliah.

10.WR 1 harus memastikan Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester
(RPS) setiap program studi disediakan sesuai dengan program pendidikan.

11.WR 1 seharusnya memastikan Kurikulum dan RPS selalu dievaluasi dan
terus ditingkatkan sesuai dengan dinamika dunia pendidikan tinggi,
perkembangan kebutuhan dan isu-isu terbaru.

12.WR 1 seharusnya memastikan siklus pembaharuan, revisi dan
pengembangan kurikulum seluruh program studi di lingkungan Universitas
Jember dilakukan maksimal dalam kurun 4 (empat) tahun dengan
melibatkan pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis)
yaitu: melibatkan dosen, mahasiswa, pengguna lulusan serta memperhatikan
peraturan perundang-undangan.

13.Ketua LP3M seharusnya menindaklanjuti kebijakan kurikulum terbaru dan
melaksanakan AMI untuk memastikan kesesuaian kurikulum dengan
standar.

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Rektor menetapkan standar isi pembelajaran.

2. Rektor menetapkan pedoman kurikulum yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan

3. WR 1 dan ketua LP3M mensosialisasikan pedoman penyusunan kurikulum.

4. Ketua LP3M melakukan pendampingan penyusunan kurikulum pada semua
prodi.

5. WR 1 dan Ketua LP3M melakukan evaluasi ketercapaian pelaksanaan
kurikulum minimal setiap semester.

6. WR 1 dan Ketua LP3M Pengendalian dan peningkatan standar isi
pembelajaran

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Tersedianya SK Rektor tentang standar isi pembelajaran.

Tersedianya pedoman penyusunan kurikulum.

Tersedia kurikulum pada setiap program studi.

Tersedia dokumen keterlibatan stakeholder dalam penyusunan dan evaluasi
kurikulum.

Tersedia dokumen RPS untuk setiap matakuliah.

Tersedia laporan AMI terkait kesesuaian kurikulum dengan standar.

i
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VII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan:
1. Formulir sesuai yang tercantum dalam buku formulir sub Standar Isi
Pembelajaran (F1.02.0n)
2. Dokumen Kurikulum
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I.

II.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

N

Rektor

WR1

Dekan/WD1

Direktur Pascasarjana/ Wakil Direktur 1 Pascasarjana
Ketua LP3M/GPM/UPM Universitas Jember
Kajur/Koprodi/Dosen

Mahasiswa

DEFINISI ISTILAH

1.

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian
pembelajaran lulusan.

. Pembelajaran  Interaktif merupakan proses pembelajaran yang

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.

. Pembelajaran holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong

terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan
menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

. Pembelajaran integratif merupakan proses pembelajaran yang terintegrasi

untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam
satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

. Pembelajaran  saintifik merupakan proses pembelajaran  yang

mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik
yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

Pembelajaran kontekstual merupakan proses pembelajaran yang
disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam
ranah keahliannya.

. Pembelajaran tematik merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan

dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan
permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

. Pembelajaran efektif merupakan proses pembelajaran yang mementingkan

internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang
optimum.

. Pembelajaran kolaboratif merupakan proses pembelajaran yang melibatkan

interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.

10.Pembelajaran berpusat pada mahasiswa merupakan proses pembelajaran

yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan
kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari
dan menemukan pengetahuan.

11.Mata kuliah atau praktikum adalah satuan terkecil dari kurikulum program

studi yang memiliki capaian pembelajaran tertentu dan memiliki beban SKS
tertentu, sedangkan pada blok kompetensi, modul, atau bentuk lain, beban
pembelajaran dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi
capaian pembelajaran.
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III.

12.Capaian Pembelajaran (CP) Mata kuliah /Praktikum /Blok Kompetensi adalah
kompetensi yang direncanakan dicapai oleh mahasiswa peserta mata kuliah,
yang diturunkan dari Capaian Pembelajaran Program Studi atau Capaian
Pembelajaran Lulusan, dan terdiri dari elemen sikap, pengetahuan,
keterampilan umum dan keterampilan khusus.

13.Praktikum adalah kegiatan terstruktur dan terjadwal di laboratorium atau di
lapangan yang merupakan subsistem dari perkuliahan atau berdiri sendiri
yang dibimbing oleh Asisten Praktikum dan dikoordinasikan oleh Dosen
Pengampu yang bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk
mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan
pemahaman mahasiswa tentang teori atau menguasai keterampilan tertentu,
dengan tiap SKS praktikum atau bentuk lain (praktik studio, praktik
bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat),
berupa kegiatan sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per
semester dan berlangsung selama 16 minggu/kali.

14.Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Lesson Plan) adalah perencanaan
proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara
mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang setidaknya
memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,
sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan
pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap
pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan
kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode
pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap
tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan
dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu
semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang
digunakan.

15.Perangkat Pembelajaran suatu mata kuliah untuk satu semester, yang
selanjutnya disebut Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah
perencanaan pembelajaran satu semester yang berisi Silabus, Peta konsep
CP dan KAD, Rencana Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran (Lesson
Plan), Rencana Tugas Mahasiswa (RTM), Lembar Kerja Mahasiswa (LKM),
Lembar Penilaian Hasil Belajar (LPHB) dan kontrak kuliah.

RASIONAL

Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan
tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya
manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab
meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang
dilakukan baik khususnya proses pembelajaran Universitas Jember, diperlukan
adanya Standar Proses pembelajaran. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok
ukur untuk pelaksanaan pembelajaran.
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IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1.

Rektor harus menetapkan Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk
memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

. WR 1 harus memastikan standar proses pembelajaran mencakup:

a. karakteristik proses Pembelajaran;

b. perencanaan proses Pembelajaran;

c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
d. beban belajar mahasiswa.

. WR 1 harus memastikan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, -efektif,
kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

WR 1 harus memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk
setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester.

. WR 1 harus memastikan rencana Pembelajaran Semester ditetapkan dan

dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok

keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program

Studi.

WR 1 harus memastikan Rencana Pembelajaran Semester paling sedikit

memuat:

a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama
Dosen pengampu,;

b. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran
untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;

d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
terintegrasi dengan hasil penelitian dan atau pengabdian kepada
masyarakat;

e. metode Pembelajaran;

f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap
Pembelajaran;

g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas
yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

i. daftar referensi yang digunakan minimal pustaka 5 tahun terakhir.

WR 1 seharusnya memastikan Prodi telah menetapkan CPL yang dibebankan

pada setiap matakuliah dalam peta kurikulum prodi.

. WR 1 harus memastikan rencana pembelajaran semester (RPS) ditinjau dan

disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

. WR 1 harus memastikan pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk

interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan
belajar tertentu.

100.WR 1 harus memastikan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah

dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester.

11.WR 1 harus memastikan Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian

mahasiswa mengacu pada Standar Penelitian.
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12.WR 1 harus memastikan Proses pembelajaran yang terkait dengan
Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar
Pengabdian kepada Masyarakat.

13.WR 1 harus memastikan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler
dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah
dan dengan beban belajar yang terukur.

14.WR 1 harus memastikan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler
menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik
mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam
mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

15.WR 1 harus memastikan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk
pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok,
simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,
pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode
pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan.

16.WR 1 seharusnya memastikan minimal 30% matakuliah prodi menggunakan
metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) dan atau
pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project).

17.WR 1 harus memastikan setiap mata kuliah menggunakan satu atau
gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu
bentuk pembelajaran berupa:

a. kuliah;

b. responsi dan tutorial,

Cc. seminar;

d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik
kerja;

Penelitian, perancangan, atau pengembangan;

pelatihan militer;

pertukaran pelajar;

magang;

wirausaha;

asistensi mengajar;

kegiatan sosial:

proyek/studi independent
m. membangun desa/KKN tematik; dan atau
n. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

18 WR 1 harus memastikan bentuk pembelajaran berupa Penelitian,
perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk
pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana,
program profesi, program magister, program magister terapan, program
spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.

19.WR 1 harus memastikan bentuk pembelajaran berupa penelitian,
perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah
bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan,
keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan daya saing bangsa.

o B
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20.WR 1 harus memastikan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada
Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program
pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program
spesialis.
21.WR 1 harus memastikan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada
Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen
dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.
22.WR 1 harus memastikan bentuk pembelajaran dilakukan di dalam Program
Studi dan di luar Program Studi.
23.WR 1 harus memastikan bentuk pembelajaran di luar Program Studi terdiri
atas:
a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang
sama;
b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi
yang berbeda,;
c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang
berbeda; dan
d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
24.WR 1 harus memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi
dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi
dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah
diakui melalui mekanisme transfer sks.
25.WR 1 harus memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi
merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh
Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
26.WR 1 harus memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi
dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
27.WR 1 harus memastikan proses pembelajaran di luar Program Studi
dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di
luar bidang kesehatan.
28.WR 1 harus memastikan Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam
besaran sks.
29.WR 1 harus memastikan semester merupakan satuan waktu proses
pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu,
termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
30.WR 1 harus memastikan Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester
dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
31.WR 1 harus memastikan semester antara diselenggarakan:
a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi -capaian
Pembelajaran yang telah ditetapkan
32.WR 1 seharusnya memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan
program Pendidikan:
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. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program diploma tiga,

dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan)
sks;

. paling lama 6 (enam) tahun akademik untuk program sarjana, program

diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa
paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah
menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana
terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh
empat) sks;

. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program magister, program

magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan
program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban
belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau

paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program doktor, program
doktor terapan, atau program sub spesialis, setelah menyelesaikan
program magister, program magister terapan, atau program spesialis,
dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua)
sks.

33.WR 1 harus memastikan program profesi diselenggarakan sebagai program
lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau
program diploma empat/sarjana terapan

34.WR 1 harus memastikan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa
program sarjana atau program sarjana terapan dilaksanakan dengan cara:

a.

b.

mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada
Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau

mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi
sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses
Pembelajaran di luar Program Studi

35.WR 1 harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar
dalam proses pembelajaran dengan cara:

a.

b.

f.

paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester
merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;

1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan
Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama;
dan

paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks
merupakan:

Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang
berbeda;

Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang
berbeda; dan/atau

Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

36.WR 1 harus memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses
pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

a.

kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per
semester; dan
c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
WR 1 harus memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses
pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
WR 1 harus memastikan perhitungan beban belajar dalam sistem blok,
modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam
memenuhi capaian pembelajaran.
WR 1 harus memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses
pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik
lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan,
pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau
pengabdian kepada masyarakat, harus 170 (seratus tujuh puluh) menit per
minggu per semester.
WR 1 harus memastikan beban belajar mahasiswa program diploma dua,
program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program
sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada
tahun akademik (mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari
3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik) yang pertama dapat
mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester
berikut.
WR 1 harus memastikan mahasiswa program magister, program magister
terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi
(mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma
lima nol) dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program
doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester
mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus
lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan
tersebut.
WR 1 harus memastikan mahasiswa program magister atau program magister
terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan
harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan
sebelum menyelesaikan program doktor.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.
2.

3.
4.
5. WR 1, dekan, dan WD1 melakukan pengendalian dan peningkatan.

Rektor menetapkan Standar proses pembelajaran.

LP3M melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi
dosen dalam pembelajaran.

Prodi mensosialisasikan dokumen panduan penyusunan RPS;

Ketua LP3M melakukan evaluasi proses pembelajaran.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.
2.

Tersedianya peraturan SK Rektor tentang standar proses pembelajaran
Tersedia dokumen standar proses pembelajaran
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Tersedia pedoman karakteristik pembelajaran
Tersedia pedoman perencanaan proses pembelajaran
Tersedia pedoman rencana pembelajaran semester
Tersedia pedoman pelaksanaan proses pembelajaran
Tersedia pedoman metode pembelajaran.

Tersedia pedoman bentuk-bentuk pembelajaran
Tersedia pedoman proses pembelajaran dalam MBKM.

10.Tersedia pedoman masa dan beban belajar mahasiswa.

11.

Tersedia pedoman percepatan studi (crash program) untuk mahasiswa
berprestasi akademik tinggi dan memenuhi etika akademik

VII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan:

1.

el

Formulir sesuai yang tercantum dalam buku formulir sub Standar Proses
Pembelajaran (F1.03.0n)

Dokumen Perangkat pembelajaran (Silabus, RPS, Kontrak Perkuliahan)
Panduan Akademik UNEJ terbaru

Pedoman MBKM

Pedoman Pembelajaran Student Center Learning (SCL)
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I.

II.

III.

IV.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
Rektor

WR 1

Dekan/WD 1

Direktur Pascasarjana/Wakil Direktur 1

Ketua LP3M/GPM/UPM Universitas Jember

Kajur/Koprodi

A

DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan
capaian Pembelajaran lulusan.

2. Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan hasil penilaian capaian
pembelajaran lulusan di tiap semester.

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan hasil penilaian capaian
pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi

RASIONAL

Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan
tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya
manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab
meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang baik
khususnya dalam hal penilaian pembelajaran Universitas Jember, diperlukan
adanya Standar Penilaian Pembelajaran. Standar ini akan berfungsi sebagai
tolok ukur untuk pelaksanaan penilaian pembelajaran.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran merupakan
kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam
rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

2. WR 1 harus memastikan Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
mencakup:

prinsip penilaian;

teknik dan instrumen penilaian;

mekanisme dan prosedur penilaian;

pelaksanaan penilaian;

pelaporan penilaian; dan

. kelulusan mahasiswa.

3. WR 1 harus memastikan Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif,
otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara
terintegrasi.

4. WR 1 harus memastikan prinsip edukatif merupakan penilaian yang
memotivasi mahasiswa agar mampu:

a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan

Moo o

b. meraih capaian Pembelajaran lulusan.
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5. WR 1 harus memastikan prinsip otentik merupakan penilaian yang
berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar
yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran
berlangsung.

6. WR 1 harus memastikan prinsip objektif merupakan penilaian yang
didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta
bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

7. WR 1 harus memastikan prinsip akuntabel merupakan penilaian yang
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada
awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

8. WR 1 harus memastikan prinsip transparan merupakan penilaian yang
memperhatikan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua
pemangku kepentingan.

9. WR 1 harus memastikan teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi,
unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

10.WR 1 harus memastikan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses
dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau
karya desain.

11.WR 1 harus memastikan penilaian sikap menggunakan teknik penilaian
observasi.

12.WR 1 harus memastikan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan
umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau
kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

13.WR 1 harus memastikan Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara
berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

14.WR 1 harus memastikan mekanisme penilaian terdiri atas:

a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen,
kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai
sesuai dengan rencana Pembelajaran;

b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen,
kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil
penilaian kepada mahasiswa; dan

d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
secara akuntabel dan transparan.

15.WR 1 harus memastikan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan,
kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil
observasi, dan pemberian nilai akhir.

16.WR 1 harus memastikan pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan
rencana pembelajaran.

17.WR 1 seharusnya memastikan soal dan rubrik penilaian sudah divalidasi
oleh tim yang ditunjuk.

18.WR 1 harus memastikan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;

b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan
mahasiswa; dan/atau
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c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan
pemangku kepentingan yang relevan.
19.WR 1 seharusnya memastikan 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan
kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir
project-based learning.
20.WR 1 seharusnya menyusun POB komplain nilai dan memastikan sudah
disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa.
21.WR 1 seharusnya memastikan penilaian mata kuliah dilaporkan dalam
bentuk portofolio sebagai bahan evaluasi ketercapaian CPL yang dibebankan
pada matakuliah.
22.WR 1 harus memastikan pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis,
program doktor, dan program doktor terapan menyertakan tim penilai
eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.
23.WR 1 harus memastikan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan
mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran:
a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori istimewa;
b. huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) berkategori sangat
baik;
huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) berkategori cukup
baik;
huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
huruf CD setara dengan angka 1,5 (satu koma lima) berkategori kurang
huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang;
huruf DE setara dengan angka 0,5 (nol koma lima) berkategori sangat
kurang;
i. huruf E setara dengan angka O (nol) berkategori sangat kurang.
24.WR 1 harus memastikan penilaian pembelajaran menggunakan huruf antara
dan angka antara untuk nilai pada kisaran O (nol) sampai 4 (empat).
25.WR 1 harus memastikan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa
setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
26.WR 1 harus memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap
semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
27.WR 1 harus memastikan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada
akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
28.WR 1 harus memastikan Mahasiswa program diploma dan program sarjana
dinyatakan lulus harus telah menempuh seluruh beban belajar yang
ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh
Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus lebih besar atau
sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
29.WR 1 harus memastikan Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan
program sarjana harus diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan,
atau pujian dengan kriteria:
a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila
mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam)
sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);

o o

50 o
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b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila
mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu)
sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol)

30.WR 1 harus memastikan mahasiswa program profesi, program spesialis,
program magister, program magister terapan, program doktor, dan program
doktor terapan dinyatakan lulus harus telah menempuh seluruh beban
belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang
ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih
besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

31.WR 1 harus memastikan Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program
spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor,
program doktor terapan, harus diberikan predikat memuaskan, sangat
memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila
mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai
dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila
mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu)
sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau

c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

32.WR 1 harus memastikan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak
memperoleh:

a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program
magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor
terapan,;

b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;

c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan
keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar
Program Studinya;

d. gelar; dan

e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang undangan.

33.WR 1 harus memastikan sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi
Bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian, dan/atau organisasi profesi.

34.WR 1 harus memastikan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan

Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau

lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR
1. Rektor menetapkan Standar penilaian pembelajaran.
2. WR 1, Dekan, dan WD 1 mensosialisasikan standar penilaian yang telah
ditetapkan rektor.
3. Dosen melakukan penilaian sesuai standar yang ditetapkan rektor.
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4. WR 1 dan Ketua LP3M melakukan monev penilaian yang dilakukan dosen;
5. WR 1, dekan, dan WD1 melakukan pengendalian dan peningkatan penilaian
pembelajaran.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Tersedianya peraturan/SK Rektor tentang standar penilaian pembelajaran

2. Tersedia pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

3. Tersedia pedoman penilaian prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel ,
transparan

4. Tersedia pedoman/instrumen penilaian proses dan/atau hasil atau karya
desain.

5. Tersedia pedoman penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum,
dan keterampilan khusus.

6. Tersedia pedoman penilaian hasil akhir.

7. Tersedia pedoman mekanisme penilaian

8. Tersedia pedoman prosedur penilaian.

9. Tersedia pedoman pelaksanaan penilaian.

10.Tersedia pedoman pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis,
program doktor, dan program doktor terapan.

11.Tersedia pedoman pelaporan penilaian.

12.Tersedia pedoman penggunaan huruf antara dan angka antara dalam
penilaian.

13.Tersedia pedoman pengumuman hasil penilaian.

14.Tersedia pedoman hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap
semester.

15.Tersedia pedoman hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan.

16.Tersedia pedoman mahasiswa program diploma dan program sarjana
dinyatakan lulus.

17.Tersedia pedoman pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program
Studi.

18.Tersedia pedoman predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan
program sarjana.

19.Tersedia pedoman mahasiswa program profesi, program spesialis, program
magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor
terapan dinyatakan lulus.

20.Tersedia pedoman predikat kelulusan mahasiswa dari program profesi,
program spesialis, program magister, program magister terapan, program
doktor, program doktor terapan.

21.Tersedia pedoman hak mahasiswa yang dinyatakan lulus.

22.Tersedia pedoman penerbitan sertifikat profesi

23.Tersedia pedoman penerbitan sertifikat kompetensi.

24.Tersedia pedoman penghitungan persentase bobot nilai akhir yang
berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau
persentase akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based
project).
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VII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir subStandard Penilaian Pembelajaran (F1.04.0n)
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I.

II.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

1.

2.
3.
4

Rektor

WRII

Ketua LP3M
Koordinator Pusat SPMI

DEFINISI ISTILAH

1.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal
tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk
menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian
Pembelajaran lulusan.

. Dosen adalah pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai
tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus
sebagai tenaga pendidik tidak.

. Dosen NIDK adalah dosen atau instruktur yang bekerja paruh waktu atau

penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau satuan administrasi
pangkalnya di instansi lain dan diangkat di perguruan tinggi berdasarkan
perjanjian kerja tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
Dosen/instruktur/tutor NUPN adalah dosen yang telah memiliki nomor urut
yang sudah dikeluarkan oleh kementrian yang tidak memenuhi syarat
diberikan NIDN atau NIDK.

. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan

perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai
kebutuhan.

. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara
lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata
teknik informasi

Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang
harus dipenuhi oleh seorang dosen atau tenaga kependidikan, dibuktikan
dengan ijazah.

10.Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau

III.

sertifikat profesi. Kompetensi tenaga kependidikan dinyatakan dengan
sertifikat sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

RASIONAL
Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas
melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan
pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan pendidik
merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan
proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan
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dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pada UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada
perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah
mentransformasikan, mengembangkan dan = menyebarluaskan  ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses output pada
sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan
sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan
proses pada sistem tersebut.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Dosen dan tenaga
kependidikan merupakan komponen dari perguruan tinggi (PT) yang sangat
penting untuk tri dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU
Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi
untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan
pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada
masyarakat sesuai kemajuan Iptek.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan
tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan
kompetensi dosen dan tenaga kependidikan wuntuk menyelenggarakan
pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus
dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan
kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat
profesi.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang
dilakukan baik untuk para lulusan Universitas Jember, diperlukan adanya
Standar dosen dan tenaga kependidikan. Standar ini akan berfungsi sebagai
tolok ukur untuk menilai mutu dari dosen dan tenaga pendidik.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang
merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan
Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka
pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

2. WR II harus memastikan Dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah
magister yang dibuktikan dengan ijazah dari Prodi yang terakreditasi
minimal B/Sangat Baik atau magister terapan yang relevan dengan program
studi.

3. WR II harus memastikan Dosen memiliki Kompetensi minimal yang
dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.

4. WR II harus memastikan Dosen program diploma tiga dan program diploma
empat berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister
terapan yang relevan dengan Program Studi dan atau dapat menggunakan
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10.

11.

tenaga pendidik bersertifikat profesi dari lembaga yang diakui dan relevan
dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang
8 (delapan) KKNI.

. WR II harus memastikan Dosen program sarjana berkualifikasi akademik

paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan
Program Studi dan atau dapat menggunakan tenaga pendidik bersertifikat
profesi dari lembaga yang diakui dan relevan dengan Program Studi dan
berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

. WR II harus memastikan Dosen program profesi berkualifikasi akademik

paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan
Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan atau
dapat menggunakan tenaga pendidik bersertifikat profesi dari lembaga yang
diakui dan relevan dengan Program Studi serta memiliki pengalaman kerja
paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan
jenjang 8 (delapan) KKNI.

. WR II harus memastikan Dosen program magister dan program magister

terapan berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang
relevan dengan Program Studi dan atau dapat menggunakan Dosen
bersertifikat profesi dari lembaga yang diakui yang relevan dengan Program
Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

. WR II harus memastikan Dosen program spesialis dan subspesialis

berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor
terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling
sedikit 2 (dua) tahun

. WR II harus memastikan Dosen program doktor dan program doktor terapan

berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan
dengan Program Studi, dan atau dapat menggunakan tenaga pendidik
bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi
setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan dalam hal sebagai pembimbing
utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling
sedikit:
a) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal
internasional yang bereputasi; atau
b) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan
senat Perguruan Tinggi. *)
WR II harus memastikan beban kerja dosen dihitung berdasarkan:
a. Kegiatan/beban kerja pokok dosen yang terdiri dari :
1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
3) pembimbingan dan pelatihan;
4) Penelitian; dan
S5) Pengabdian kepada Masyarakat.
b. kegiatan/beban kerja dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
c. kegiatan /beban kerja penunjang.
WR II harus memastikan beban kerja pada kegiatan pokok Dosen harus
disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang
mendapatkan tugas tambahan.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

WR II harus memastikan dosen yang memiliki Beban kerja sebagai
pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan
skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain
yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
WR II harus memastikan beban kerja Dosen harus mengacu pada ekuivalen
waktu mengajar penuh serta nisbah/tingkat perbandingan Dosen dan
mahasiswa.
WR II harus memastikan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)
DT/DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan),
penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang 12 — 16 sks. dan
diatur dalam Peraturan/SK Rektor dengan mengacu pada peraturan
perundang-undangan di atasnya.

WR II harus memastikan jumlah Dosen tetap di UNEJ paling sedikit 80%

(delapan puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.

WR II harus memastikan program studi harus memiliki Jumlah Dosen yang
ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program
Studi paling sedikit lima (5) orang, dan harus memiliki keahlian di bidang
ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

WR II harus memastikan program doktor harus memiliki dosen tetap yang

home base pada prodi paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.

WR I seharusnya memastikan Kegiatan Dosen di luar UNEJ:

a. Dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan
bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri,
atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah
tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.

b. Kualifikasi dosen yang berkegiatan di luar UNEJ:

1) harus berkualifikasi akademik S3;

2) memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan
dunia kerja; atau

3) berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia
kerja.

WR II harus memastikan tenaga akademik memiliki kualifikasi pendidikan
paling rendah program diploma 3 (tiga) yang dibuktikan dengan ijazah
sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya; serta harus memiliki
sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya; yang
dimonitor dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan
pengabdian.

WR II harus memastikan tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi

akademik paling rendah SMA atau sederajat.

WR II harus memastikan tenaga kependidikan (tenaga akademik dan

administrasi) yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat

kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

WR 1II seharusnya memfasilitasi pengembangan kompetensi tenaga

kependidikan sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
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V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Mengikuti tahapan PPEPP seperti tercantum pada dokumen Manual Mutu Dosen
dan Tenaga kependidikan dengan melakukan penetapan standar dosen dan
tenaga kependidikan, melakukan evaluasi kesesuaian terhadap penetapan dan
pelaksanaannya melalui AMI dan selanjutnya hasil rekomendasi AMI digunakan
sebagai acuan dalam mengendalikan dan meningkatkan Mutu dosen dan tenaga
kependidikan secara berkelanjutan.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.

N ALDN

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Tersedianya peraturan/SK rektor tentang standar dosen

Tersedianya Ijazah dan sertifikat profesi yang sesuai

Tersedianya sertifikat pendidik yang sesuai

Tersedianya Ijazah dan sertifikat profesi yang sesuai

Tersedianya Ijazah dan sertifikat profesi yang sesuai

Tersedianya Ijazah dan sertifikat profesi yang sesuai

Tersedianya Ijazah dan sertifikat profesi yang sesuai

Tersedianya Ijazah yang sesuai dan surat keterangan pengalaman kerja dari
instansi yang diakui

Tersedianya ijazah dan sertifikat profesi yang sesuai:

a. bukti publikasi yang sesuai

b. Dokumen karya lain yang diakui

Tersedianya dokumen BKD, SKP, dan Hasil Penilaian KP

Tersedianya Peraturan/SK Rektor tentang BKD

Tersedianya panduan akademik, Sister UNEJ

Tersedianya panduan akademik, Sister UNEJ

Ketercapaian BKD, Sister UNEJ

Tersedianya Peraturan Rektor

Tersedianya Peraturan Rektor

Jumlah dosen tetap dan tidak tetap

Jumlah dosen prodi

Jumlah Profesor di Prodi S3

a. Jumlah dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain di QS 100
b. jazah S3

c. Sertifikat kompetensi/profesi

d. Surat Keterangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
[jazah D3 yang sesuai

[jazah SMA dan sederajat

Sertifikat kompetensi yang sesuai

Dokumen perencanaan karir tendik dan bukti sertifikat pengembangan karir
tendik

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir subStandard Dosen dan Tenaga
Kependidikan (F1.05.0n)
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I.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

1. Rektor
2. WR2
3. Dekan

II. DEFINISI ISTILAH

III.

IV.

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar

2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal
tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi pembelajaran
(Standar 02) dan proses pembelajaran (standar 03) dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan (standar 01)

3. Standar sarana pembelajaran terdiri atas, perabot, peralatan pendidikan,
media pendidikan, buku, buku elektronik, repository, sarana teknologi
informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga,
sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana
pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

4. Standar prasarana pembelajaran antara lain lahan, ruang kelas,
perpustakaan, laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi, tempat
berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa,
ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas
umum.

5. Fasilitas umum meliputi, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan
data.

RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sarana dan prasarana
merupakan komponen perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari tri
dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012,
perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang berfungsi untuk
membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta
bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pembelajaran,
penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai
kemajuan Iptek.

Dalam Permendikbud Ristek no. 3 tahun 2020 ditegaskan bahwa standar
sarana dan prasarana Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal harus
tersedia sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka
pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Untuk itu, dalam mengendalikan
dan meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan baik untuk pencapaian
dan peningkatan standar lulusan Universitas Jember, diperlukan adanya
standar sarana dan prasarana. Ketercapaian standar ini akan menjadi tolok
ukur untuk menilai mutu pendidikan di Universitas Jember.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan Standar sarana dan prasarana Pembelajaran yang
merupakan kriteria minimal ketersediaan sarana dan prasarana sesuai
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dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan
capaian Pembelajaran lulusan.

. WR 2 harus menyediakan dan mengembangkan sarana pembelajaran, yang
dirawat berbasis ramah lingkungan, dengan memperhatikan aspek
keselamatan, kenyaman, dan keamanan; serta juga memberikan kesempatan
akses untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Sarana untuk pembelajaran
di lingkungan UNEJ minimal terdiri atas:

perabot;

peralatan pendidikan;

media pendidikan;

buku, buku elektronik, dan repository;

sarana teknologi informasi dan komunikasi (Sister UNEJ);

instrumentasi eksperimen;

sarana olahraga;

sarana berkesenian;

sarana fasilitas umum;

j- bahan habis pakai; dan

b. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

. Rektor harus menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana

=g Mo AN T

berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode
dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses
Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
. WR 2 harus menyediakan dan mengembangkan Prasarana pembelajaran
di lingkungan Unej, yang dirawat berbasis ramah lingkungan dengan
memperhatikan aspek keselamatan, kenyaman, dan keamanan; serta juga
memberikan kesempatan akses untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
Prasarana untuk pembelajaran di lingkungan UNEJ minimal terdiri atas:

lahan;

ruang kelas;

perpustakaan;

laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;

tempat berolahraga;

ruang untuk berkesenian;

ruang unit kegiatan mahasiswa;

ruang pimpinan perguruan tinggi;

ruang dosen;

ruang tata usaha; dan
. fasilitas umum.
. WR 2 harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh
mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang terdiri atas:
a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
b. lerengan (roadmap) untuk pengguna kursi roda;
c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan

kampus;

d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

T T F@ e a0 o
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6. WR 2 harus menyediakan Sub komponen Sarana dan Prasarana
Pembelajaran terdiri atas jenis layanan sebagai berikut:

Ruang Kuliah;

Ruang Dosen;

Ruang Administrasi;

Perpustakaan;

Laboratorium/Bengkel/ Studio/ Teaching Factory / Teaching industry

Sistem Informasi;

g. Sarana lainnya

7. Rektor harus menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana
berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode
dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses
pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

8. Rektor harus menetapkan lahan berada dalam lingkungan yang secara
ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.

9. Rektor harus memastikan lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan
memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan
dengan Sertifikat Hak Pakai.

10.WR 2 harus memastikan bangunan perguruan tinggi memiliki standar
kualitas minimal kelas A atau setara.

11.WR 2 harus memastikan sarana prasarana pembelajaran memenuhi
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta
dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi,
baik limbah domestik maupun limbah khusus.

12.WR 2 harus memastikan standar kualitas bangunan perguruan tinggi
didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan
di bidang pekerjaan umum.

13.WR 2 harus memastikan ketersediaan dan kelayakan ruang kelas,
perpustakaan, laboratorium/ studio/bengkel kerja/Teaching Factory/
unit produksi, tempat berolahraga, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang
pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas
umum.

14.WR II harus memastikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung
dan sarana sistem informasi.

15.WR II harus melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penetapan
dan pelaksanaan pencapaian standar sarana dan prasarana setiap tahun.

e a0 TR

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana

2. Wakil Rektor II dan Wakil III memastikan mengikuti tahapan PPEPP seperti
tercantum dokumen Manual Mutu Sarana dan Prasarana pembelajaran
3. Rektor menugaskan SPI untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring

dan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR
1. Tersedianya Peraturan/SK rektor tentang standar sarana prasarana

pembelajaran
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7.

. Tersedianya Sarana Pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan.
. Jenis layanan ruang kuliah diukur dengan indikator dan satuan ukur sebagai

berikut:

a. Penyediaan ruang kuliah: Rasio luas ruang kuliah per mahasiswa
(m2/mbhs);

b. Penyediaan sarana ruang kuliah (contoh: Meubelair, LCD/OHP/LED/TV,
White Board): Jumlah sarana ruang kuliah yang tersedia.

. Jenis layanan ruang dosen diukur dengan indikator dan satuan ukur sebagai

berikut:

a. Penyediaan ruang Dosen terdiri atas Rasio luas ruang dosen (m2/dosen);

b. Penyediaan sarana ruang dosen (contoh: Meubelair, dan lain-lain) adalah
Ketersediaan sarana di ruang dosen (Tersedia/ tidak).

. Jenis layanan ruang administrasi diukur dengan indikator dan satuan ukur

sebagai berikut:
a. Penyediaan ruang administrasi Rasio luas ruang administrasi
(m2/pegawai);
b. Penyediaan sarana ruang administrasi (contoh: Meubelair, komputer, dan
lain-lain) adalah Ketersediaan sarana ruang administrasi (Tersedia/Tidak).
Jenis layanan perpustakaan diukur dengan indikator dan satuan ukur
sebagai berikut:
a. Penyediaan ruang dan sarana ruangan dengan indikator kinerja yang
terdiri dari:
1) Luas ruang perpustakaan (m2),
2) Ketersediaan sarana di ruang perpustakaan (Tersedia/Tidak);
b. Penyediaan buku dan jurnal menggunakan indikator kinerja yang terdiri
dari:
1) Jumlah Buku bacaan untuk setiap mata kuliah (buku),
2) Jenis buku dan jurnal untuk setiap Prodi (jenis/prodi),
3) Jumlah Artikel Ilmiah (judul),
4) Jumlah buku dan jurnal (eksemplar),
5) Ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah (Tersedia/Tidak),
6) Kemutakhiran buku dan jurnal (kali/tahun),
7) Ketersediaan perpustakaan elektronik (Tersedia/Tidak);
c. Waktu layanan menggunakan indikator kinerja terdiri dari:
1) Lamanya jam layanan (Jam/Hari),
2) Jangka waktu peminjaman (Hari),
3) Akses terhadap perpustakaan elektronik (Mudah/Tidak);
d. Kapasitas ruang baca menggunakan indikator kinerja Rasio luas ruang
baca per mahasiswa (m2/mbhs).
Jenis layanan Laboratorium/Bengkel/Studio, diukur dengan indikator dan
satuan ukur sebagai berikut:
a. Penyediaan ruang laboratorium dengan indikator kinerja Rasio luas
ruangan per mahasiswa (m2/mbhs);
b. Penyediaan sarana ruangan dengan indikator Kecukupan sarana untuk
setiap ruangan (cukup/sedang/kurang);
c. Penyediaan alat dan bahan praktikum per prodi dengan indikator yang
terdiri dari:
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1) Kecukupan alat untuk setiap matakuliah praktikum
(cukup/sedang/kurang),

2) Kecukupan bahan untuk  setiap matakuliah  praktikum
(cukup/sedang/kurang),

3) Ketersediaan prosedur penggunaan sarana praktikum
(Tersedia/Tidak),
4) Waktu layanan diukur dengan Lamanya jam layanan dengan

satuan ukur (Jam).

8. Jenis layanan sistem informasi, dapat diukur dengan indikator dan satuan
ukur sebagai berikut:

a.

Penyediaan TIK, indikator kinerja yang digunakan sebagai berikut:

1) Ketersediaan jaringan (bandwidth) yang diukur menggunakan satuan
(Mbps),

2) Ketersediaan sistem informasi manajemen, keuangan dan
pembelajaran (tersedia/tidak),

3) Ketersediaan prosedur (tersedia/tidak),

4) Ketersediaan database (tersedia/tidak),

5) Ketersediaan fasilitas - office (tersedia/tidak)

6) Ketersediaan learning management system (tersedia/tidak),

7) Ketersediaan sistem informasi manajemen anggaran (SIMANGGA)
(tersedia/tidak),

8) Ketersediaan fasilitas teleconference (tersedia / tidak),

9) Ketersediaan Sistem Informasi Pengaduan (UC3) (tersedia/tidak).

9. Jenis layanan sarana lainnya, dapat diukur dengan menggunakan indikator
dan satuan ukur sebagai berikut:

VIII.

a.

Penyediaan sarana/prasarana ibadah, olahraga, balai pengobatan
dengan  indikator sebagai yang terdiri atas Ketersediaan
sarana/prasarana ibadah, olahraga, balai pengobatan, dll.
(tersedia/tidak);

Sarana bagi penyandang disabilitas ketersediaan sarana/prasarana bagi
penyandang disabilitas (tersedia/tidak).

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir subStandard Sarana dan Prasarana
Pembelajaran (F1.06.0n)
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II.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

Ul A WDN

. Rektor

. WR 1

. WR 2

. WR 3

. Ketua LP3M

. Dekan/ Wakil Dekan I/ Dosen/ Korprodi

DEFINISI ISTILAH
1.

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi.
Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi
pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga
kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran

. Perencanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran yang

meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun
berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi,
nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian
pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian,
metode pembelajaran alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria,
indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk disertai
perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen
penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.

. Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan

pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran dan pelaksanaan
proses pembelajaran hingga penilaian.

Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap
pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum
secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan fakultas,
curriculum assessment, tracer study dan rekomendasi), sedangkan evaluasi
eksternal adalah penilain pihak luar (pihak kolegium dari bidang
bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan
eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun
segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain
sebagainya

. Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan pengawasan (monitoring)

terhadap proses pembelajaran agar implementasi kurikulum tetap berjalan
pada jalur yang diharapkan dan/atau sesuai dengan yang telah
direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan,
pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi

Pengendalian pembelajaran adalah pengendalian isi pembelajaran,
pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga
kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan
prasarana pembelajaran.
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7. Peningkatan adalah kegiatan umpan balik dan perbaikan terhadap hasil
evaluasi dan pengendalian agar proses pengelolaan pembelajaran menjadi
lebih baik.

III. RASIONAL

IV.

UU Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa perguruan tinggi
merupakan salah satu institusi yang berfungsi untuk membentuk sumber daya
manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab
meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.
Hal ini tergambar dalam visi, misi dan tujuan Universitas Jember.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Jember dalam kegiatan
Pembelajaran yang berkualitas, diperlukan pengelolaan pembelajaran yang
profesional dan kompetitif yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari
kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Permendikbud Ritek No. 3 2020 menyatakan standar pengelolaan
pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya
pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan
capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis bisnis
dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas
akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program
studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan
upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu
pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara
berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas
Jember.

Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan
pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan
pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang
bertanggung jawab, yakni universitas, fakultas dan program studi.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan Standar pengelolaan Pembelajaran yang
merupakan Kkriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
Pembelajaran pada tingkat Program Studi.

2. WR 1 harus memastikan standar pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan
harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran,
standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta
standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

3. WR1 harus memastikan pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit
Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi

4. WR 1 harus memastikan Unit Pengelola Program Studi di Lingkungan UNEJ
wajib:

a. Melakukan  penyusunan/rekonstruksi  Kurikulum dan rencana
pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
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5.

b. Menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar
proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai
capaian Pembelajaran lulusan;

c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan
budaya mutu yang baik;

d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam
rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan

e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber
data dan informasi dalam pengambilan keputusan pengendalian,
perbaikan, dan pengembangan mutu Pembelajaran.

WR 1 dalam melaksanakan standar pengelolaan harus:

a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan
pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku
kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam
melaksanakan program Pembelajaran;

b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program
pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;

c. Mengendalikan, dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi
dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan
dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UNEJ;

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi (AMI) terhadap kegiatan Program
Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;

e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,
penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan
Dosen; dan

f. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan
program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan
Tinggi.

WR 1 seharusnya menyediakan sistem berbasis TI (paperless) untuk efisiensi

dan efektivitas pengelolaan pembelajaran.

WR 3 harus memastikan Unit Pengelola Program Studi di lingkungan UNEJ

melaksanakan kerja sama dengan mitra yang relevan dengan keilmuan prodi.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.

Pimpinan Universitas dan Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai
kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam
satu semester.

. Koordinator prodi melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar

pengelolaan pembelajaran kepada Dekan Fakultas secara periodik.

. Koordinator prodi melakukan kerjasama tri dharma perguruan tinggi

dengan perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri maupun non
perguruan tinggi secara periodik.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.

2.

Tersedianya peraturan/keputusan rektor tentang standar pengelolaan
pembelajaran
Tersedianya dokumen standar pengelolaan pembelajaran
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3. Terlaksananya Pengelolaan pembelajaran pada tingkat Universitas dan
program studi sesuai keputusan rektor.

4. Tersedianya dokumen pembelajaran berupa:
a. Kurikulum dan RPS Mata kuliah;

Dokumen perangkat pembelajaran;

Dokumen kegiatan penciptaan suasana akademik;

Rekaman kegiatan pemantauan dan evaluasi;

Laporan hasil audit

5. Tersedianya dokumen pengelolaan pembelajaran berupa:

Renstra Unej dan Fakultas di lingkungan UNEJ

Rekaman pembelajaran dan atau MMP

Rekaman dan dokumen tinjauan manajemen

Rekaman dan laporan AMI

Tersedianya dokumen panduan terkait

. Laporan AMI

6. Tersedianya bukti kerjasama berupa MoU, PKS, IA, laporan kegiatan dan
dokumen lain yang mendukung.

o a0 o

Mo a0 o

VII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir sub Standar Pengelolaan Pembelajaran
(F1.07.0n)
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I.

II.

III.

IvV.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
Rektor

WR1

WR2

WR3

Dekan

\hhwNe=

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

2. Biaya investasi: pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan
tenaga kependidikan;.

3. Biaya operasional: melaksanakan kegiatan pendidikan mencakup biaya
dosen dan tenaga kependidikan, bahan operasional pembelajaran, dan
operasional tidak langsung

RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pembiayaan pembelajaran
merupakan komponen perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari
dharma pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012,
perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk
sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung
jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.
Permendikbud No. 3 tahun 2020, pasal 44 (3) mengamanatkan ’Perguruan
Tinggi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam
menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka
peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang
dilakukan baik untuk para lulusan Universitas Jember, diperlukan adanya
Standar Pembiayaan Pembelajaran. Standar ini akan berfungsi:

1. Menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan
biaya yang ditanggung.

2. Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada
satuan program studi.

3. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan
tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
perguruan tinggi.

4. Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar
satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

PERNYATAAN ISI STANDAR
1.Rektor harus menetapkan biaya operasional Pendidikan per mahasiswa per
tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan
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Tinggi dengan mempertimbngkan jenis program studi, peringkat akreditasi,
dan indeks kemahalan wilayah.

2.WR 2 harus melaksanakan standar satuan biaya operasional yang menjadi

dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja UNEJ
tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

. WR 2 harus menyusun dan menerapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur

dalam menggalang sumber dana secara akuntabel dan transparan dalam
rangka peningkatan kualitas pendidikan.

WR 2 harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber
di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain: a. Hibah,
b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian, c. Dana lestari dari alumni dan
filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

WR 2 harus menyusun pembiayaan pembelajaran yang berkaitan dengan
komponen dan besaran biaya investasi dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan untuk pengadaan sarana dan prasarana (ruang kerja
dosen, kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan,
kebun percobaan, dsb, serta Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat
olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik),
pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan Une;.

WR 2 harus menyusun pembiayaan pembelajaran yang berkaitan dengan
komponen dan besaran biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan (pendidikan,
penelitian, pengabdian pada masyarakat) yang mencakup biaya dosen, biaya
tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya
operasional tidak langsung.

WR 2 harus memastikan Unej mempunyai sistem untuk melaksanakan,
menganalisis, dan mengevaluasi sistem pencatatan biaya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Prodi serta
akses dan pendayagunaan sarana, prasarana, dan sistem informasi;

WR 2 harus melakukan analisis biaya operasional pembelajaran sebagai
bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UNEJ; dan

. WR 2 harus melakukan evaluasi pelaksanaan dan tingkat ketercapaian

standar satuan biaya UNEJ pada setiap akhir tahun anggaran.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.

2.

Pimpinan Universitas dan Fakultas melakukan sosialisasi secara periodik
kepada seluruh prodi unit tentang standar pelaksanaan pembiayaan.
Pimpinan universitas, Fakultas dan Lembaga membangun komitmen dan
semangat otonomi dalam pengelolaan keuangan.

. Pimpinan universitas melalui SPI melakukan pelatihan kepada Fakultas,

pimpinan Lembaga dan Prodi dalam pengelolaan keuangan.

. Pimpinan universitas melalui SPI melakukan evaluasi berkala mengenai

kesesuaian standar mutu pengelolaan pembiayaan 1 (satu) bulan sekali.

. Pimpinan fakultas dan lembaga melaporkan hasil evaluasi terhadap

ketercapaian standar pengelolaan keuangan kepada SPI.
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VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR
1. Tersedianya SB UNEJ
2. Terlaksananya SB UNEJ
3. Tersedianya Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang
sumber dana
4. Tersedianya sistem pembiayaan
5. Tersedianya ToR
6. Tersedianya laporan evaluasi biaya pendidikan

VII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir sub Standar Pembiayaan Pembelajaran
(F1.08.0n)
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STANDAR PENELITIAN
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I. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

1. Rektor
2. WR1
3. Ketua LP2M

II. DEFINISI ISTILAH

III.

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil
penelitian.

2. Hasil penelitian adalah produk/luaran penelitian dengan segala bentuknya
(barang, jasa, buku, jurnal, prosiding, HKI, paten, dan lainnya)

RASIONAL

Penelitian merupakan bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi (PT)
yang sangat penting. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun
2012, perguruan tinggi merupakan salah satu Lembaga yang berfungsi untuk
membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai
kemajuan Iptek.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang
dilakukan oleh peneliti di lingkungan Universitas Jember, diperlukan adanya
standar hasil penelitian. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk
menilai hasil penelitian oleh setiap peneliti.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1.

Rektor harus menetapkan hasil penelitian UNEJ diarahkan dalam rangka
meningkatkan pembelajaran, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing
bangsa.

Rektor harus menetapkan hasil penelitian UNEJ untuk mewujudkan visi
unggul dalam mengembangkan IPTEKS berwawasan lingkungan, bisnis dan
pertanian industrial.

WR 1 harus memastikan hasil Penelitian UNEJ merupakan semua luaran
yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

WR 1 harus memastikan hasil penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan
capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan penelitian dan tugas
akhir di UNEJ.

WR1 harus memastikan hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak
mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau
nasional harus disebarluaskan oleh Peneliti dengan cara diseminarkan,
dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain kepada masyarakat.

Rektor seharusnya memberikan penghargaan bagi dosen yang berprestasi
dalam mempublikasikan hasil penelitian melalui jurnal nasional dan
internasional bereputasi, HKI/Paten, seminar internasional, atau berupa
bahan ajar atau buku referensi ber-ISBN untuk diintegrasikan dalam proses
pembelajaran.
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7. Rektor seharusnya memberikan sanksi bagi dosen yang tidak memenuhi

target hasil penelitiannya.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.

Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal penelitian

2. Pelatihan bagi dosen dan mahasiswa dalam penulisan hasil karya ilmiah
3.
4. Menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil penelitian.

Pelatihan bagi dosen dan mahasiswa dalam penulisan dokumen HaKI

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Ketersediaan Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan visi
Laporan penelitian dosen (jumlah/tahun)

Laporan penelitian mahasiswa

L=

6.

Jumlah publikasi yang melibatkan dosen dan atau mahasiswa di jurnal
nasional terakreditasi dan bereputasi global
Jenis layanan penyediaan hasil penelitian yang dipublikasikan dengan
indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

a.

b.
c.

Jumlah  hasil penelitian yang dilaporkan (Judul laporan
penelitian /tahun);

Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan (judul/tahun).

Jumlah hasil penelitian yang dipresentasikan baik forum Nasional
maupun Internasional (judul /tahun);

Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang
terakreditasi Nasional SINTA (judul/tahun);

Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terindeks
bereputasi global (judul/tahun);

Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada media nasional dan
internasional (judul/tahun)

Jumlah kutipan/sitasi ilmiah (minimal 10 kutipan/jumlah dosen)
Jumlah lembaga pemangku kepentingan yang menerapkan luaran
ilmiah /terapan dosen (jumlah Lembaga/tahun)

Jumlah komunitas akademik atau komunitas profesional yang
berkolaborasi dengan dosen dalam membuat luaran ilmiah (jumlah
komunitas/tahun)

Jumlah hasil penelitian yang mendapatkan penghargaan internasional,
pengakuan asosiasi, dan paten nasional untuk karya terapan (jumlah
penelitian /tahun)

Jenis layanan penyediaan Fasilitas Aplikasi/Penerapan Hasil Penelitian
dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

a.
b.
c.

Jumlah hasil penelitian yang diaplikasikan (judul penelitian/tahun);
Jumlah Hasil Penelitian yang tepat guna (judul penelitian/tahun).

Jenis layanan penyediaan Pendaftaran hasil penelitian untuk
mendapatkan HKI/Paten dengan indikator dan satuan ukur sebagai
berikut:

Jumlah hasil penelitian yang memperoleh HKI/Paten (judul
penelitian /tahun).
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7. Ada pedoman pemberian penghargaan dan sanksi bagi dosen terkait hasil
penelitiannya

VII.DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir subStandard Hasil Penelitian (F2.01.0n)
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I.

II.

III.

IV.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
Rektor

WR 1

Ketua LP2M

Reviewer

Peneliti

AR

DEFINISI ISTILAH

Isi Penelitian adalah Kedalaman, keluasan, dan orientasi materi penelitian
yang meliputi materi penelitian baik penelitian dasar maupun terapan yang
harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau
penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau
postulat baru dan mendukung Visi Lembaga (Prodi/Fakultas/Unej) dan
Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dikeluarkan Lembaga Penelitian Une;j.

RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, isi penelitian merupakan
komponen perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma
penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012,
perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk
sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung
jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang
dilakukan baik untuk para lulusan Universitas Jember, diperlukan adanya
Standar isi penelitian. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk
menilai mutu dari setiap penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan standar isi penelitian sebagai kedalaman dan
keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar
maupun terapan yang sesuai dengan peta jalan penelitian.

2. WR 1 harus memastikan materi pada pada penelitian dasar berorientasi pada
luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk
mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru,
sedangkan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran
penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.

3. WR 1 harus memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, memuat
prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan
masa mendatang,

4. WR 1 harus memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
mendukung Visi UNEJ yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP) UNEJ yang berlaku.

5. WR 1 seharusnya memastikan materi penelitian dosen sesuai dengan
roadmap Kelompok Riset (KeRiS) masing-masing dosen.
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V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

VI.

VII.

1.

2.

Ketua LP2M menyelenggarakan pelatihan penulisan proposal penelitian bagi
dosen minimal satu tahun sekali.

Ketua LP2M mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian pada dosen
minimal satu tahun sekali.

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.

w

Adanya peta jalan penelitian yang mendukung Visi Lembaga
(Prodi/Fakultas/UNEJ) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dikeluarkan
LP2M UNEJ.

Jumlah hasil penelitian dasar (judul penelitian/tahun);

Jumlah hasil penelitian terapan (judul penelitian/tahun);

Jumlah hasil penelitian yang berorientasi kepada kepentingan nasional (judul
penelitian /tahun);

Jumlah hasil penelitian yang memuat prinsip pemanfaatan pemutakhiran
dan kebutuhan masa mendatang (judul penelitian /tahun);

Jumlah penelitian yang sesuai dengan RIP UNEJ (judul penelitian /tahun).

DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir sub Standar Isi Penelitian (F2.02.0n)
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I.

II.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
Rektor

WR

Ketua LP2M

Peneliti

i

DEFINISI ISTILAH

1. Proses Penelitian adalah kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan,
evaluasi (review internal) sesuai dengan standar penilaian, serta pelaporan
harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan
otonomi keilmuan dan budaya akademik.

2. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan
penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

III. RASIONAL

IV.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, proses penelitian merupakan
salah satu komponen tri dharma perguruan tinggi (PT). Sebagaimana ditegaskan
dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang
berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan
pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada
masyarakat sesuai kemajuan Iptek.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang
dilakukan baik untuk para lulusan Universitas Jember, diperlukan adanya
Standar proses penelitian. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk
menilai mutu dari setiap penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan Standar Proses Penelitian yang memenuhi kaidah
dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan
budaya akademik.

2. WR 1 harus memastikan kegiatan penelitian dilaksanakan dengan
mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta
mendapatkan izin dari komisi etik penelitian untuk penelitian pada manusia
dan hewan.

3. WR 1 harus memastikan kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh
mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau
disertasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2,
capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan
Tinggi.

4. WR 1 harus menetapkan kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh
mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.

5. Rektor harus menetapkan indikator proses penelitian adalah sebagai
berikut: (1) Penerimaan dan seleksi proposal; (2) Review proposal penelitian;
(3) Penetapan penelitian; (4) Pendampingan untuk peneliti junior; (5)
Bantuan pelaksanaan penelitian; (6) Penyelesaian Laporan hasil penelitian.
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WR 1 seharusnya memastikan kegiatan penelitian dosen diketahui oleh
ketua Kelompok Riset (KeRis) masing-masing dosen.

WR 1 seharusnya memastikan kegiatan penelitian dosen melibatkan
mahasiswa sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

WR 1 seharusnya memastikan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
didampingi oleh pembimbing yang dimulai dari penyusunan proposal,
seminar proposal, pelaksanaan penelitian, penyusunan laporan akhir
penelitian, dan ujian hasil penelitian.

WR 1 seharusnya memastikan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
bisa ditempuh melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.

2.

WR 1 atau Ketua LP2M melaksanakan pelatihan reviewer untuk dosen yang
memenuhi persyaratan minimal satu tahun sekali.

WR 1 dan Ketua LP2M memastikan pelatihan penulisan proposal penelitian
untuk dosen dan mahasiswa minimal satu tahun sekali.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.

Jenis layanan penerimaan dan seleksi proposal dengan indikator dan satuan
ukur sebagai berikut:

a. Memenuhi kaidah dan metodologi secara sistematis (terpenuhi/tidak);

b. Ketepatan waktu seleksi (hari).

. Jenis layanan review proposal dengan indikator dan satuan ukur sebagai

berikut: Jumlah proposal yang direview (proposal/tahun).

. Jenis layanan penyediaan penetapan penelitian dengan indikator dan satuan

ukur sebagai berikut:

a. Jumlah proposal yang lolos seleksi seminar (proposal/tahun);

b. Jumlah proposal yang didanai oleh lembaga (proposal/tahun);

c. Jumlah proposal yang dikirimkan ke Kementerian (proposal/tahun).

d. Jenis layanan penyediaan pendampingan untuk peneliti junior dengan
indikator dan satuan ukur sebagai berikut: jumlah Ketersediaan Dosen
senior sebagai pendamping (dosen/penelitian) dan pengakuan terhadap
hasil penelitian dalam SKS.

Jenis layanan penyediaan bantuan pelaksanaan penelitian dengan indikator

dan satuan ukur sebagai berikut:

a. Ketersediaan sistem pemantauan pelaksanaan penelitian
(tersedia/tidak);

b. Ketepatan waktu pelaksanaan penelitian (bulan).

. Jenis layanan penyediaan penyelesaian Laporan hasil penelitian dengan

indikator dan satuan ukur sebagai berikut: ketepatan waktu laporan hasil
penelitian (minggu).

Indikator penelitian mahasiswa dinyatakan dalam lama waktu penyelesaian
tugas akhir (6 bulan/tugas akhir skripsi).

Jumlah mahasiswa yang menempuh penelitian melalui program MBKM.
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VII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir subStandard Proses Penelitian (F2.03.0n)
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I. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
Rektor

WR 1

Ketua LP2M

Reviewer

Peneliti

AR

II. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap
hasil dan proses penelitian.

2. Penilaian hasil dan proses penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan
prinsip penilaian yang meliputi: edukatif, yang merupakan penilaian untuk
memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;

a. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari
pengaruh subjektivitas;

b. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan
dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan

c. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil
penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. Penilaian atau Evaluasi Penelitian adalah kegiatan menilai perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian yang meliputi prinsip-prinsip,
kesesuaian, serta metode dan instrumen penilaian penelitian.

4. Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka
penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi diatur
berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

III. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, penilaian penelitian
merupakan komponen perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari tri
dharma penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012,
perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk
sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung
jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang
dilakukan baik untuk para peneliti Universitas Jember, diperlukan adanya
Standar penilaian penelitian. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur
untuk menilai mutu dari setiap penelitian.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. WR 1 harus memastikan isi, proses dan hasil penelitian dilakukan secara
terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit memenuhi aspek edukatif,
objektif, akuntabel, dan transparan serta hasil penilaiannya dapat diakses
oleh semua pemangku kepentingan.
2. Ketua LP2M harus memastikan penilaian penelitian sesuai dengan standar
hasil, standar isi penelitian, dan standar proses penelitian.
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VI.

Ketua LP2M harus memastikan penilaian penelitian didasarkan pada metode
dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran
ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan
mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNEJ.

Ketua LP2M seharusnya memastikan instrumen penilaian penelitian sudah
divalidasi.

Ketua LP2M harus menyusun komponen penilaian penelitian terdiri atas jenis
layanan sebagai berikut: (1) Pemantauan proses dan hasil penelitian; (2)
Standar penilaian penelitian; (3) Metode dan Instrumen; (4) Diseminasi hasil
penelitian; (5) Pemberian penghargaan hasil penelitian.

WR 1 harus menetapkan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh
mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis,
atau disertasi diatur berdasarkan Pedoman Akademik UNEJ.

WR 1 seharusnya menetapkan pedoman penilaian penelitian yang
dilaksanakan oleh mahasiswa melalui program Merdeka Belajar Kampus
Merdeka (MBKM).

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.

WR 1 dan Ketua LP2M melaksanakan pelatihan reviewer penelitian internal
minimal satu kali dalam setahun untuk dosen yang memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan.

. Ketua LP2M melaksanakan sosialisasi panduan penelitian internal dan

eksternal.

. WR 1 mensosialisasikan pedoman akademik terhadap semua civitas

akademik UNEJ.

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.

Jenis layanan penyediaan pemantauan proses dan hasil penelitian dengan
indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

a. Ketersediaan instrumen penilaian penelitian (tersedia/tidak);

b. Prosentase jumlah penelitian yang selesai tepat waktu (%).

. Jenis layanan penyediaan standar penilaian penelitian dengan indikator dan

satuan ukur sebagai berikut:

a. Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil
penelitian oleh Dosen (tersedia/tidak);

b. Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil
penelitian oleh Mahasiswa (tersedia/tidak).

. Jenis layanan penyediaan metode dan instrumen penelitian dengan indikator

dan satuan ukur sebagai berikut:

a. Tersedianya metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat
mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja
hasil penelitian (tersedia/tidak).

Jenis layanan penyediaan diseminasi hasil penelitian dengan indikator dan

satuan ukur sebagai berikut:

a. Tersedianya sistem diseminasi hasil penelitian (tersedia/tidak).

. Jenis layanan penyediaan Pemberian penghargaan hasil penelitian dengan

indikator dan satuan ukur sebagai berikut:
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a. Jumlah  penelitian yang mendapatkan  penghargaan (judul
penelitian /tahun).
6. Jumlah tugas akhir mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen

VII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir subStandard Proses Penelitian (F2.04.0n)
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I.

II.

III.

IV.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
Rektor

WR 1

WR 2

Ketua LP2M

i

DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.

2. Standar Peneliti meliputi persyaratan kemampuan peneliti, penguasaan
metode penelitian yang didasarkan pada tingkat penguasaan metode
penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta
tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan
berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian serta kewenangan
melaksanakan penelitian.

3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk
melaksanakan penelitian

4. Peneliti mahasiswa merupakan mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir
atau skripsi, tesis dan disertasi untuk memenuhi ketentuan peraturan di
perguruan tinggi.

S. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan
metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian,
serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian

RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, peneliti merupakan komponen
perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma penelitian.
Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi
merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia,
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan
kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta
pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang
dilakukan baik untuk para lulusan Universitas Jember, diperlukan adanya
Standar peneliti. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai
mutu dari setiap peneliti.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan standar peneliti untuk melaksanakan penelitian.

2. Rektor harus menetapkan kebijakan standar pengembangan kemampuan
peneliti untuk melaksanakan penelitian

3. WR 1 harus memastikan kemampuan peneliti didasarkan pada tingkat
penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek
penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang
ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian

4. Rektor harus menetapkan kemampuan peneliti menentukan kewenangan
melaksanakan penelitian yang diatur secara rinci dalam pedoman penelitian.
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5.

Rektor seharusnya menetapkan standar peneliti internasional yang
bekerjasama dengan Universitas Jember.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.

2.

Ketua LP2M melaksanakan pelatihan penulisan proposal untuk dosen
minimal satu tahun sekali.
Ketua LP2M mensosialisasikan pedoman penelitian internal dan eksternal
minimal satu tahun sekali.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Kesesuaian bidang penelitian dengan keahlian dosen (ya/tidak);

Memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian (ya/tidak).

Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen (Dosen yang
melakukan penelitian: total dosen);

Jumlah judul penelitian dibanding jumlah dosen (Judul Penelitian: Total
Dosen).

Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total
mahasiswa (Mahasiswa yang terlibat penelitian dosen: total mahasiswa).
Jumlah penelitian dosen yang dipublikasikan (Judul penelitian/Tahun).

VII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir subStandard Peneliti (F2.05.0n)
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5. Pengendalian Witono, S.TP., Ketua LP2M
MP
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II.

III.

IV.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
Rektor

WR 1

WR 2

WR 3

Ketua LP2M

Peneliti

Tim reviewer

Nk~

DEFINISI ISTILAH

1. Sarana dan prasarana penelitian adalah sarana dan prasarana penelitian
yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan standar 10 isi dan standar 11
proses penelitian dalam rangka memenuhi standar 9 hasil penelitian.

2. Sarana prasarana penelitian adalah perlengkapan dan fasilitas berupa bahan

dan peralatan penelitian yang dapat dipergunakan dalam menunjang
kegiatan peneliti.

3. Sarana prasarana penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang

digunakan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan
bidang ilmu Program Studi, proses pembelajaran, dan kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat.

4. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang

digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan
bidang ilmu program studi serta harus memenuhi standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti,
masyarakat, dan lingkungan.

RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sarana dan prasarana
merupakan output perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma
penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012,
perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang berfungsi untuk
membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai
kemajuan Iptek.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang
dilakukan baik untuk para lulusan Universitas Jember, diperlukan adanya
Standar sarana dan prasarana. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur
untuk menilai mutu dari setiap penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang
dilakukan baik untuk para lulusan Universitas Jember, diperlukan adanya
Standar peneliti. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai
mutu dari setiap peneliti.

PERNYATAAN ISI STANDAR
1. Rektor harus menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang
merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
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menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi
hasil Penelitian.

. WR 2 harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana penelitian di

lingkungan UNEJ yang digunakan untuk memfasilitasi:

a. penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
b. pembelajaran;

c. pengabdian kepada Masyarakat; dan

d. penelitian untuk Academic Visitor dan Stakeholder

. WR 2 harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan

untuk penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan peneliti (internal dan eksternal), masyarakat,
dan lingkungan.

WR 1 seharusnya memastikan Revitalisasi Agrotechnopark untuk magang
penelitian Merdeka Belajar Pertanian Industrial.

WR 3 seharusnya memastikan Pengembangan Center of Excellence/CoE
Penelitian Baru di Universitas Jember.

WR 1 seharusnya memastikan Pengembangan Keris/CoE sebagai tempat
Magang Penelitian MBKM.

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR
1.
2.

Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian

Wakil Rektor 2 dan Wakil 3 memastikan mengikuti tahapan PPEPP seperti
tercantum dokumen manual mutu sarana dan prasarana penelitian.

Rektor menugaskan SPI untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring
dan evaluasi standar sarana dan prasarana dimaksud.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.
2.
3.

4.

Ketersediaan pedoman standar Sarana dan Prasarana penelitian
Tersedianya TIK untuk penelitian

Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memfasilitasi proses
pembelajaran, kegiatan penelitian PKM.

Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang menggunakan indikator
pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan
keamanan penelitian, pembelajaran dan PKM.

VII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir sub Standard Sarana dan Prasarana Penelitian
(F2.06.0n)
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I.

II.

III.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
Rektor

WR 1

Ketua LP2M

Dekan dan WD 1

Peneliti

Reviewer

A

DEFINISI ISTILAH

Pengelolaan Penelitian adalah tahapan kegiatan penelitian yang terdiri dari:
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan penelitian.

RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengelolaan penelitian
merupakan komponen perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari
dharma penelitian. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012,
perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk
sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung
jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang
dilakukan baik untuk para lulusan Universitas Jember, diperlukan adanya
Standar pengelolaan penelitian. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur
untuk menilai mutu dari setiap penelitian.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus memastikan standar pengelolaan penelitian yang terdiri dari:
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan penelitian

2. Rektor harus menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang
bertugas untuk mengelola Penelitian.

3. Ketua LP2M harus:

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai
dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem
penjaminan mutu internal Penelitian;

Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;

Melakukan diseminasi hasil Penelitian;

Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan

Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual

(KI); dan
g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

4. Rektor harus:

a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari
rencana strategis Perguruan Tinggi;

o oo
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b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit
menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru
di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan
ajar;

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi
Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi
Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;

e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar
hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;

f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain
melalui program kerja sama Penelitian;

g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan
spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan

h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam
menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan
data Pendidikan Tinggi.

5. Rektor seharusnya menyediakan sistem berbasis TI (paperless) untuk

efisiensi dan efektivitas pengelolaan penelitian

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.

Ketua LP2M melakukan monev terhadap penelitian, yang mencakup:
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta hasil / luaran penelitian
minimal 2 kali dalam satu tahun.

Monev dilakukan dengan menggunakan kriteria sesuai dengan panduan
monev Dikti dan / atau panduan monev UNEJ.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR
1.

NoaRowb

8.
9.
10.Tersedianya dokumen Standar penelitian

11.Terlaksananya AMI LP2M oleh GPM LP2M

12.Terlaksananya Monev LP2M oleh SPI dan LP3M

13.Tersedianya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar

Ketersediaan Standar pengelolaan penelitian

Terbentuknya LP2M

Tersedianya Renstra dan RIP LP2M

Tersedianya dokumen Peraturan, Panduan Penelitian, dan SPMI LP2M
Terlaksananya monev pelaksanaan penelitian

Jumlah diseminasi hasil penelitian

Terlaksananya pelatihan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan
Kekayaan Intelektual (KI)

Jumlah penghargaan yang diberikan kepada peneliti berprestasi
Tersedianya Rentra UNEJ

hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;

14.Jumlah sarpras Lembaga lain yang digunakan dalam kerjasama penelitian
15.Daftar inventaris kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi

sarana dan prasarana Penelitian.

16.Tersedianya Lakin LP2M.
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17.Tersedianya sistem berbasis TI untuk pengelolaan penelitian.

VII.DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir sub Standar Pengelolaan Penelitian (F2.07.0n)
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I.

II.

slicl s

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
Rektor

Wakil Rektor 2

Ketua LP2M

Dekan

DEFINISI ISTILAH

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah sumber dan mekanisme
pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal
perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam
maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

III. RASIONAL

Pendanaan dan pembiayaan merupakan komponen perguruan tinggi
(PT) yang tak kalah pentingnya dari dharma penelitian. Sebagaimana
ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan
salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan
kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta
pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu penelitian diperlukan adanya
Standar pendanaan dan pembiayaan. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok
ukur untuk menilai mutu dari setiap penelitian.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

V.

N

o

1. Rektor harus menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian
yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan
pembiayaan penelitian.

WR 2 harus menyediakan dana penelitian internal.

3. WR 2 harus memastikan adanya pendanaan Penelitian yang bersumber dari

pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri,
atau dana dari masyarakat.

4. WR 2 harus memastikan adanya dana penelitian yang digunakan untuk

membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian
penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian;
dan diseminasi hasil penelitian

Rektor harus menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian

6. WR 2 harus menyediakan dana pengelolaan penelitian sesuai kemampuan

UNEJ yang digunakan untuk membiayai: a. manajemen penelitian yang
terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian,
dan diseminasi hasil penelitian; b. peningkatan kapasitas peneliti; dan c.
insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR
1. Rektor menetapkan standar pembiayaan penelitian.

2. WR 1 dan Ketua LP2M menyelenggarakan hibah penelitian internal.
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. WR 2 memberikan bantuan penerbitan artikel pada jurnal nasional

terakreditasi minima Sinta 2 dan jurnal bereputasi.
WR 2 memberikan reward kepada peneliti yang berhasil memperoleh paten.

. Ketua SPI mengaudit penetapan dan pelaksanaan standar pembiayaan

penelitian.
WR 2 dan Ketua LP2M melakukan pengendalian dan peningkatan
pembiayaan penelitian.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Ketersediaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang ditetapkan
dengan SK Rektor.

Persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran (%) atau
Persentase dana penelitian dari perguruan tinggi (PNBP) (%);

Persentase dana penelitian dari pemerintah (%); dan Persentase dana
penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain (%).

Kesesuaian peruntukan penggunaan anggaran pada LAKIN

Tersedianya SK Rektor yang mengatur mekanisme pendanaan

ketersediaan dana pengelolaan penelitian

VII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir subStandard Sarana dan Prasarana Penelitian
(F2.08.0n)
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STANDAR PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
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I.

II.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
1. Rektor
WR I

2.
3. Ketua LP2M
4.

Ketua LP3M

DEFINISI ISTILAH

1.

Standar PkM adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada
masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan
membudidayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan;

3. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau

pengembangan iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

4. Mutu PkM Universitas Jember adalah hasil PkM dapat berupa:

a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan
keahlian sivitas akademika yang relevan.

b. pemanfaatan teknologi tepat guna;

c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

S. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memuat target untuk mengukur

ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan;

6. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) adalah indikator VMTS lain yang ditetapkan

oleh Unej.

III. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengabdian kepada Masyarakat
(PkM) merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang sama
pentingnya dengan dharma pendidikan dan Penelitian. Sebagaimana ditegaskan
dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang
berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan
pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada
masyarakat sesuai kemajuan Iptek.

Keharusan dosen untuk melaksanakan PkM dipertegas lagi dalam UU
Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT sebagai acuan
pelaksanaan PkM untuk perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka pengembangan arah dan meningkatkan mutu hasil PkM
yang dilakukan baik oleh dosen dan/atau mahasiswa Universitas Jember
diperlukan adanya Standar Hasil PkM. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok
ukur untuk menilai hasil dari setiap pengabdian yang dilakukan oleh dosen
dan/atau mahasiswa di lingkungan Unej.
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IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1.

Rektor harus menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan
dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa;

. WR 1 harus memastikan adanya hasil pengabdian kepada masyarakat

berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan
memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan;

. WR 1 harus memastikan adanya hasil pengabdian kepada masyarakat

berupa pemanfaatan teknologi tepat guna;

. WR 1 harus memastikan adanya hasil pengabdian masyarakat berupa bahan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

. WR 1 harus memastikan adanya hasil pengabdian kepada masyarakat

berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;
WR 1 dan Ketua LP2M seharusnya menyelenggarakan Seminar Nasional atau
Internasional sebagai wadah bagi para dosen mempresentasikan dan
mempublikasikan makalah hasil pengabdian kepada masyarakat;

. Rektor seharusnya memberikan penghargaan bagi dosen yang berprestasi

dalam mempublikasikan pengabdian kepada masyarakat melalui jurnal
nasional dan internasional, atau berupa bahan ajar atau modul pelatihan
untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

. Rektor seharusnya memberikan sanksi bagi dosen yang tidak memenuhi

target hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.

2.

WR 1, Ketua LP2M, dan Dekan melakukan workshop terkait hasil PkM sesuai
standar yang ditetapkan.

WR 1 dan Ketua LP2M mengevaluasi hasil PkM sesuai standar yang
ditetapkan rektor.

. WR 1, Ketua LP2M, dan Dekan melakukan pengendalian dan peningkatan

hasil-hasil PkM

. WR 1 dan Ketua LP2M melakukan pengendalian dan peningkatan kegiatan

pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.
2.
3.

Tersedianya Peraturan/SK Rektor terkait Hasil PkM.

Adanya Standar Hasil PkM.

Terdapat hasil PkM berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat
dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan (Jumlah
Luaran penyelesaian masalah Hasil PkM Dosen/Tahun atau LAKIN LP2M).
Terdapat hasil PkM berupa teknologi tepat guna dan pemanfaatannya (jumlah
Luaran teknologi tepat guna Hasil PkM Dosen/Tahun).

. Terdapat luaran PkM berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi (Jumlah artikel/prosiding PkM/ Luaran HKI PkM. Dosen/Tahun
Dosen/Tahun)

Terdapat hasil — hasil PkM berupa bahan ajar atau modul pelatihan (Jumlah
Luaran Luaran Buku/Modul PkM Dosen/Tahun).
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7. Terlaksananya seminar hasil-hasil PkM.
8. Terdapat pedoman pemberian penghargaan dan sanksi bagi dosen terkait hasil
pengabdian kepada masyarakat.

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan:

1.

2.
3.

Formulir sesuai yang tercantum dalam buku formulir sub-Standard Hasil
PkM (F3.01.0n)

Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat (RIP PkM);
Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran
program strategis dan indikator kinerja, serta dokumen pelaksanaan
Renstra PkM;

Pedoman PkM Une;.
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I. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
1. Rektor
2. WR1
3. Ketua LP2M

II. DEFINISI ISTILAH
1. Standar isi PkM Universitas Jember merupakan kriteria minimal tentang
kedalaman dan keluasan materi PkM;

2. Kedalaman dan keluasan materi PkM adalah mengacu pada standar hasil
PkM;

3. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat

4. Hasill pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah meliputi:

a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh
masyarakat pengguna,;

b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka
memberdayakan masyarakat;

c. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi
kebijakan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,
industry, dan/atau pemerintah, atau

d. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh

III. RASIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap Pendidikan
tinggi harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai
kegiatan akademis yang melibatkan mahasiswa dan dosen dengan
memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, untuk
mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan PkM harus diatur dalam standar
yang telah ditetapkan yaitu Standar Isi PkM. Standar ini akan berfungsi sebagai
tolok ukur untuk menilai Isi dari setiap pengabdian yang dilakukan oleh dosen
dan/atau mahasiswa

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang
kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber
dari hasil penelitian atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.

2. WR 1 harus memastikan hasil Penelitian dapat diterapkan langsung dan
dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.

3. WR 1 harus memastikan pelaksana mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi PkM dalam rangka memberdayakan masyarakat.

4. WR 1 harus memastikan teknologi tepat guna yang diterapkan dapat
dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat;
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WR 1 harus memastikan model pemecahan masalah, rekayasa sosial,
dan/atau rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pelaksana dapat
diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau
Pemerintah; atau

WR 1 harus memastikan kekayaan intelektual (KI) yang dihasilkan
pelaksana dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha,
dan/atau industri.

WR 1 seharusnya memastikan materi pengabdian kepada masyarakat
mendukung pencapaian visi Universitas Jember.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.

Rektor menetapkan Standar Isi PkM yang kedalaman dan keluasan materi
pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau ilmu
pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
WR I dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi tentang standar isi yang
ditetapkan rektor.
WR I dan Ketua LP2M:
a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi PkM dalam rangka
memberdayakan masyarakat
b. Mendorong pelaksana PkM untuk menghasilkan luaran
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi PkM dalam rangka
memberdayakan masyarakat
WR I dan Ketua LP2M:

a. Melaksanakan program PkM berbasis teknologi tepat guna yang
diterapkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat;

b. Mendorong pelaksana PkM untuk menghasilkan luaran teknologi tepat
guna yang diterapkan dapat dimanfaatkan dalam rangka
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

WR I dan Ketua LP2M mendorong ketua pelaksana PkM untuk
melaksanakan PkM dan menghasilkan luaran model pemecahan masalah,
rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan
langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
atau untuk mengembangkan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat
yang berpotensi mendapatkan HKI.

WR 1 dan Ketua LP2M mengevaluasi penetapan dan pelaksanaan standar
isi PkM.

WR 1 dan Ketua LP2M melakukan pengendalian dan peningkatan standar
isi PkM yang didasarkan pada hasil evaluasi.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.
2.
3.

Ada Standar Isi PkM

Jumlah kegiatan PkM yang merupakan hasil penelitian pelaksana

Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen
merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka
memberdayakan masyarakat
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VII.

Jumlah program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang
dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

Jumlah program PkM merupakan penerapan model yang dapat langsung
digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau
rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat,
dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah

Jumlah program PkM yang merupakan penerapan langsung HKI oleh
masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry

DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan:

1. Formulir sesuai yang tercantum dalam buku formulir sub Standar Isi PkM

(F3.02.0n)

2. Renstra kegiatan PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan,
sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan
Renstra PkM;

. Rencana induk pengembangan pengabdian kepada masyarakat (RIP PkM)

4. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam
kegiatan PkM

. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM

. Buku pedoman seleksi PkM

. SOP pengajuan proposal dan pelaporan hasil pengabdian kepada
masyarakat

. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM

9. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan

ajar atau modul.

w
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I. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

1. Rektor
2. WR1
3. Dekan
4. Ketua LP2M

II. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kriteria minimal
tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

2. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah Kegiatan PkM yang
meliputi Perencanaan, Evaluasi (review internal) sesuai dengan standar
penilaian, serta pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

III. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengabdian kepada
masyarakat (PkM) merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang tak
kalah pentingnya dari dharma pendidikan dan Penelitian. Sebagaimana
ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah
satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan
kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta
PkM sesuai kemajuan Iptek. Selain itu diharuskan juga oleh UU Nomor 14 tahun
2005 tentang guru dan dosen yang perlu melakukan Pengabdian. Oleh karena
itu, Permendikbud Ristek No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi mengatur tentang Standar Proses PkM.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu Proses PkM yang
dilakukan baik oleh dosen dan/atau mahasiswa Universitas Jember diperlukan
adanya Standar Proses PkM. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur
untuk menilai Proses dari setiap pengabdian yang dilakukan oleh dosen
dan/atau mahasiswa.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
kegiatan

2. WR 1 harus memastikan kegiatan PkM dapat berupa:
a. pelayanan kepada masyarakat,
b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang

keahlian,

c. peningkatan kapasitas masyarakat atau
d. pemberdayaan masyarakat.

3. Ketua LP2M harus memastikan proses pengabdian kepada masyarakat harus
mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
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kenyamanan, serta keamanan baik bagi pelaksana, masyarakat dan
lingkungan.

WR 1 harus memastikan kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai
salah satu dari bentuk pembelajaran yang harus diarahkan untuk memenuhi
capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNEJ.

. WR 1 seharusnya memastikan pengabdian kepada masyarakat yang

dilakukan oleh mahasiswa bisa ditempuh melalui Program Merdeka Belajar
Kampus Merdeka (MBKM).

Ketua LP2M harus memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.

w

Rektor menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang
merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
kegiatan;

WR 1, Ketua LP2M, dan Dekan melakukan Sosialisasi standar proses PkM
yang telah ditetapkan rektor;

WR 1 dan Ketua LP2M memfasilitasi dosen dalam proses pelaksanakan PkM.
WR I dan Ketua LP2M melakukan evaluasi proses PkM yang telah ditetapkan
dan dilaksanakan.

WR 1, Ketua LP2M, dan Dekan melakukan pengendalian dan peningkatan
proses PkM.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR
1. Tersedianya Standar Proses PkM; jumlah proposal PkM yang memenuhi

standar proses (hasil review proposal)

2. Adanya kegiatan PkM yang berupa

a. Jumlah masyarakat/Lembaga masyarakat yang dilayani terkait kegiatan
PkM;

b. Jumlah kegiatan PkM penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
sesuai bidang keahlian;

c. Jumlah pelaksanaan pelatihan terkait PkM peningkatan kapasitas
masyarakat;

d. jumlah dosen mengikuti pelatihan terkait PkM pemberdayaan
masyarakat;

3. Adanya kepastian keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta

4.

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam pelaksanaan PkM
(Proposal/Laporan PkM /hasil monev);

Jumlah kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari
bentuk pembelajaran dipastikan telah diarahkan untuk memenuhi capaian
pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi (Daftar
PkM mahasiswa yang sesuai CPL-laporan Sosialisasi Pada Mahasiswa,
MBKM);
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S. kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipastikan telah diselenggarakan
secara terarah, terukur, dan terprogram (laporan kinerja LP2M, hasil monev
PkM)

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan Formulir sesuai yang
tercantum dalam buku formulir sub Standar Proses PkM (F3.03.0n)
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I. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

II.

1. Rektor
2. WR1
3. Dekan
4. Ketua LP2M

DEFINISI ISTILAH

1. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah Semua aktivitas PkM
yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan
peningkatan terhadap pelaksanaan kegiatan, hasil (luaran) PkM serta
pendokumentasian hasil PkM yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam
proses kegiatan PkM di lingkungan Universitas Jember.

2. Penilaian didasarkan atas prinsip edukatif merupakan penilaian untuk
memotivasi pelaksanaan agar terus meningkat mutu pengabdian kepada
masyarakat.

3. Penilaian didasarkan atas prinsip obyektif adalah penilaian berdasarkan
kriteria penilaian dan bebas dari aspek subjektivitas.

4. Penilaian didasarkan atas prinsip akuntabel adalah penilaian yang
dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh
pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

5. Penilaian didasarkan atas prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur
dan hasilnya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

III. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi PkM merupakan salah satu
komponen tri dharma perguruan tinggi (PT). Sebagaimana ditegaskan dalam UU
Nomor 12 tahun 2012, Perguruan Tinggi merupakan salah satu yang
menjalankan fungsi pengembangan sumber daya manusia dimana PkM
merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara internal
institusi mampu memperbaiki kinerja Lembaga Pendidikan sementra secara
eksternal merupakan bagian penting dari pembangunan masyarakat dan
bangsa.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang
dilakukan baik untuk para lulusan Universitas Jember, maupun menjalankan
fungsi pembangunan masyarakat dan bangsa diperlukan adanya standar
penilaian pengabdian. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk
menilai mutu dari setiap penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
(PkM) yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan
hasil PkM.

2. WR [ harus memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada
Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur
edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.

3. WR [ harus memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada
Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan
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kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian
kepada Masyarakat.

.WR I harus memastikan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat

meliputi:

a. Tingkat kepuasan masyarakat;

b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada
masyarakat sesuai dengan sasaran program,;

c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat
secara berkelanjutan;

d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta
pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi; atau

e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

. Ketua LP2M harus memastikan penilaian PkM dapat dilakukan dengan

menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat
mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil
Pengabdian kepada Masyarakat.

.WR 1 seharusnya menetapkan pedoman penilaian pengabdian kepada

masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa melalui program Merdeka
Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.
2.

Rektor menetapkan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
WR I, Ketua LP2M, dan Dekan menyelenggarakan sosialisasi standar penilaian
pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

. WR 1 dan Ketua LP2M melaksanakan penilaian hasil kegiatan pengabdian

kepada masyarakat penerapan ilmu pengetahuan, peningkatan kapasitas
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.sesuai standar penilaian yang
ditetapkan.

. WR I dan Ketua LP2M melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur

ketercapaian pelaksanaan standar penilaian PkM.

. WR 1 dan Ketua LP2M melakukan pengendalian dan peningkatan penetapan

dan pelaksanaan standar penilaian PkM.

. Ketua LP2M Membuat modul pelatihan yang relevan untuk meningkatkan

pengetahuan, perubahan sikap, dan keterampilan pelaksana PkM.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.

2.
3.

Tersedianya peraturan/SK rektor standar penilaian Pengabdian kepada
Masyarakat.

Ada dokumen standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat .

Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat telah memenuhi
unsur Indikator sbb:

a. Adanya pedoman penilaian proses dan hasil PkM;

b. Sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

c. dapat memberikan nilai edukatif pada masyarakat
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Tersedianya kriteria dan prosedur yang jelas untuk penilaian terhadap
kegiatan PM (akuntabel).

Tersedianya prosedur dan akses Pemangku Kepentingan terhadap
kegiatan PM (transparan).

4. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan
memperhatikan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian
kepada Masyarakat (Standar Penilaian, Standar Hasil, Standar Isi, dan
Standar Proses)

b.

. Penilaian hasil PkM sudah dilakukan berdasarkan:
a.

Tercapainya tingkat kepuasan pada level 4 (skala 1 — 5) dari hasil survei
kepuasan masyarakat (laporan PkM);

Ada perubahan sikap, peningkatan pengetahuan dan keterampilan
peserta kegiatan (Laporan PkM);

Hasil pengabdian dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan
teknologi di masyarakat secara berkelanjutan (Laporan PkM);

Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil
pengembangan IPTEK di masyarakat’ (Laporan PkM);

Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan (Laporan
PkM).

. Penilaian PkM telah dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen

yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja
proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat (adanya
Standar Penilaian PkM dan Pedoman penilaian proses dan hasil PkM).

7. Tersedianya pedoman penilaian PkM yang ditempuh melalui MBKM.

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PkM
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan:
1.

2.

Formulir sesuai yang tercantum dalam buku formulir sub Standar
Penilaian PkM (F3.04.0n)

Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi Xii Tahun
2018

Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian Universitas Jember
(Edisi Revisi) Tahun 2020

Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti.
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UNIVERSITAS JEMBER

Kode/No: STD/SPMI/PkM-05

Tanggal : 11 Oktober 2021

Revisi ke: 2 (dua)

STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PkM)

Halaman: 94-96

Penanggungjawab
Proses Nama Jabatan Tanda Tanggal
Tangan
Prof. Dr. Korpus
1. Perumusan Akhmad SMM LP3M
Haryono, M. Pd
Drs. Albert

2. Pemeriksaan

Tallapessy, M.A., | Ketua LP3M
Ph.D

3. Persetujuan

Prof. Drs.
Slamin,
M.Comp.Sc.,
Ph.D.

WR 1

4. Penetapan

Dr. Ir. Iwan
Taruna, M.Eng, Rektor
IPM.

5. Pengendalian

Prof. Dr. Yuli
Witono, S.TP., Ketua LP2M
MP
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I. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

1.

2
3.
4

Rektor

. WR1

Dekan

. Ketua LP2M

II. DEFINISI ISTILAH

1.

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah seseorang/tim
(Kelompok) yang melaksanakan kegiatan PkM yang terdiri dari baik dosen
dan atau mahasiswa.

Standar Pelaksana Pengabdian adalah kriteria minimal tentang jumlah
kompetensi minimal yang harus terpenuhi sesuai dengan lingkup masalah
yang ingin diselesaikan, jumlah pelaksana, serta keterlibatan mahasiswa
dalam kegiatan PkM.

Kompetensi pelaksana dilihat dari kompetensi yang diperlukan dan
kinerjanya dalam PkM.

III. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, proses pengabdian kepada

masyarakat merupakan salah satu komponen tri dharma perguruan tinggi (PT).
Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi
merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia,
ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan
kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta
pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1.

2.

Rektor harus menetapkan Standar Pelaksana PkM untuk melaksanakan
Pengabdian kepada Masyarakat.

WR I harus memastikan pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi
penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan,
serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

. WR I harus memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki

kemampuan berdasarkan:
a. Kualifikasi akademik;
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat .

. WR [ harus memastikan kewenangan pelaksana melakukan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan pelaksana.

. WR I harus memastikan tersusunnya Pedoman mengenai kewenangan

melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.

Rektor menetapkan Standar Pelaksana PkM untuk melaksanakan
Pengabdian kepada Masyarakat.

2. WR I dan Ketua LP2M Menyelenggarakan Workshop untuk peningkatan

kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat terkait penguasaan
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metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis
kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

. WR I, Ketua LP2M, dan Dekan memotivasi dosen untuk mengikuti pelatihan

atau workshop guna membangun kompetensi.

. WR I dan Ketua LP2M menyusun Pedoman mengenai kewenangan pelaksana

dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

. Ketua LP2M melakukan monitoring dan evaluasi terkait kompetensi

pelaksana berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM.

. WR 1 dan Ketua LP2M melakukan pengendalian dan peningkatan standar

pelaksana PkM atas dasar rekomendasi pemonev/auditor.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.
2.

Ketersediaan Standar Pelaksana PkM

Pelaksana memiliki penguasaan metodologi yang sesuai bidang keahlian,
jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan—
hasil review proposal

. Pelaksana memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan LP2M

UNEJ; Pelaksana memiliki kompetensi yang sesuai:
a. Kesesuaian kualifikasi akademik pelaksana dengan kegiatan PkMnya
b. Jumlah dosen yang melaksanakan PkM/Total keseluruhan dosen

. kesesuaian pelaksana dalam melaksanakan kegiatan PkM (Jumlah dosen

yang memenuhi persyaratan pelaksanaan PkM)

. Ketersediaan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian

kepada Masyarakat (Standar Pelaksana)

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan:

1.

2.

Formulir sesuai yang tercantum dalam buku formulir subStandard
Pelaksana PkM (F3.05.0n)

Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun
2018 DRPM

Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian Universitas Jember
(Edisi Revisi) Tahun 2020
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UNIVERSITAS JEMBER

Kode/No: STD/SPMI/PkM-06

Tanggal : 11 Oktober 2021

STANDAR SARANA DAN Revisi ke: 2 (dua)

PRASARANA PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT Halaman: 97-100

(PkM)
Penanggungjawab
Proses Nama Jabatan Tanda Tanggal
Tangan
Prof. Dr. Korpus
1. Perumusan Akhmad SMM IEPSM
Haryono, M. Pd
Drs. Albert

2. Pemeriksaan

Tallapessy, M.A., | Ketua LP3M
Ph.D

3. Persetujuan

Dr. drg. Sri
Hernawati, WR 2
M.Kes.

4. Penetapan

Dr. Ir. Iwan
Taruna, M.Eng, Rektor
IPM.

5. Pengendalian

Prof. Dr. Yuli
Witono, S.TP., Ketua LP2M
MP
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I.

I1.

III.

Iv.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

1. Rektor

2. WR 2

3. Ketua SPI
4. Ketua LP2M

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat (PkM)
merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

3. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk memajukan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

RASIONAL

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar
nasional Pendidikan tinggi, setiap Pendidikan tinggi harus melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai kegiatan akademis yang
melibatkan mahasiswa dan dosen dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. PkM dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan
pemanfaatan hasil Pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan
memprakarsai peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Oleh karenanya,
untuk mendukung kegiatan PkM diperlukan dokumen standar yang mengatur
sarana dan prasarana PkM bagi pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas,
Ketua LP2M, Dosen dan Mahasiswa.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada
Masyarakat yang dapat dipergunakan untuk menunjang proses Pengabdian
kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada
Masyarakat.

2. WR 2 harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dalam bentuk
fasilitas untuk pelaksanaan:
a. PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari

Program Studi yang dikelola UNEJ dan area sasaran kegiatan;

b. Proses Pembelajaran; dan
c. Kegiatan Penelitian.

3. WR 2 harus memastikan seluruh sarana dan prasarana pada poin (2) telah
memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan
keamanan

98



V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada
Masyarakat.
2. WR 2 merencanakan dan menyediakan sarana-prasarana:

a. Gedung/ruangan/workshop/laboratorium yang dibutuhkan untuk

proses pembelajaran, kegiatan PkM dan penelitian;

b. Internet, komputer dan media lain yang memadai untuk proses

pembelajaran, kegiatan PkM dan penelitian,;

c. Perpustakaan untuk pencarian referensi yang dibutuhkan untuk proses

pembelajaran, kegiatan PkM dan penelitian.

3. WR 2 merencanakan kebutuhan tahunan, termasuk jadwal pemeliharaan
sarana dan prasarana pada poin (2) untuk memenuhi standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

4. WR 2 melakukan survey kepuasan pengguna sarana dan prasarana sebagai
bentuk pengembangan.

S. Ketua SPI melakukan evaluasi ketercapaian penyediaan sarana prasarana
PkM sesuai standar yang ditetapkan rektor.

6. WR 2 dan Ketua LP2M mengendalikan dan meningkatkan ketersediaan sarana
prasarana.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.
2.
3.

Ketersediaan peraturan/SK rektor tentang Standar Sarana Prasarana PkM.

Ketersediaan Standar Sarana Prasarana PkM.
Ketersediaan sarana-prasarana:

a.

b.

Gedung/ruangan/workshop/laboratorium yang dibutuhkan untuk
proses pembelajaran, kegiatan PkM dan penelitian.

internet, komputer dan media lain yang memadai untuk proses
pembelajaran, kegiatan PkM dan penelitian.

perpustakaan untuk pencarian referensi yang dibutuhkan untuk proses
pembelajaran, kegiatan PkM dan penelitian.

Tersedianya sarana-prasarana pada poin (2) sudah memenuhi standar mutu,
keselamatan kerja, kesehatan ,kenyamanan, dan keamanan (Jumlah
Fasilitas, daftar Sarana dan Prasarana terkait K3 dan Biosafety)

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan:
1.

2.
3.

ne

o

N

Formulir sesuai yang tercantum dalam buku formulir subStandard Sarana
dan Prasarana PkM (F3.06.0n)

RENSTRA UNEJ

Rencana induk pengembangan pengabdian kepada masyarakat (RIP PkM)
Universitas Jember dan LAKIN LP2M

Panduan Penulisan Proposal kegiatan PkM LP2M Universitas Jember
Panduan Penulisan Laporan Kemajuan kegiatan PkM LP2M Universitas
Jember

Panduan Penulisan Laporan Akhir kegiatan PkM LP2M Universitas Jember
Dokumen dan evaluasi kegiatan PkM
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UNIVERSITAS JEMBER

Kode/No: STD/SPMI/PkM-07

Tanggal : 11 Oktober 2021

STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PkM)

Revisi ke: 2 (dua)

Halaman: 100-104

MP

Penanggungjawab
Proses Nama Jabatan Tanda Tanggal
Tangan

Prof. Dr. Akhmad Korpus

. Perumusan Haryono, M. Pd SMM LP3M
Drs. Albert

. Pemeriksaan Tallapessy, M.A., | Ketua LP3M
Ph.D
Prof. Drs.

. Slamin,

. Persetujuan M.Comp.Sc., WR 1
Ph.D
Dr. Ir. Iwan

. Penetapan Taruna, M.Eng, Rektor
IPM.
Prof. Dr. Yuli

. Pengendalian Witono, S.TP., Ketua LP2M
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I.

II.

III.

IV.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR
Rektor

WR I

Ketua LP2M

Ketua SPI

Dekan

\nh LN

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan PkM adalah kriteria minimal pengelola PkM yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

2. Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM adalah mematuhi, mengerjakan dan
memenuhi Standar Pengelolaan PkM yang telah ditetapkan,;

3. Evaluasi standar pengelolaan PkM adalah kegiatan pengumpulan informasi
atau data atau fakta dan analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan perencanaan standar pengelolaan PkM yang telah ditetapkan;

4. Pengendalian standar pengelolaan PkM adalah tindakan mempertahankan,
meningkatkan, dan perbaikan terhadap pelaksanaan langkah-langkah
(prosedur), ukuran, spesifikasi, pedoman atau panduan guna memenuhi
pencapaian Standar hasil pengelolaan PkM;

S. Peningkatan standar pengelolaan PkM adalah pemanfaatan hasil evaluasi
untuk menemukan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
pengendalian , tentang pengelolaan PkM dalam rangka menetapkan
kebijakan standar mutu pengelolaan PkM yang lebih tinggi.

RASIONAL

Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan
tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya
manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab
meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.
Selain itu diharuskan juga oleh UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan
dosen yang perlu melakukan Pengabdian. Oleh karena itu, Permendikbud No 3
tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur tentang
Standar Pengelolaan Pengabdian. Kemudian berdasarkan UU Nomor 3 tahun
2020 tentang SN Dikti.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu Pengelolaan pengabdian
yang dilakukan baik oleh dosen dan/atau mahasiswa Universitas Jember
diperlukan adanya Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat. Standar ini
akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai Pengelolaan dari setiap
pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada
Masyarakat sesuai dengan kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
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2. Rektor harus membentuk unit lembaga pengelola pengabdian untuk
mengelola pengabdian kepada masyarakat.

3. Ketua LP2M harus mengelola program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai
dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNEJ sbb:

a.

J-

Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada
Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada
Masyarakat Perguruan Tinggi;

. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem

penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada
Masyarakat;

Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian
kepada Masyarakat;

Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat yang berprestasi;

Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
pada lembaga lain melalui kerja sama;

Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan
spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang
dikelolanya.

4. WR 1 harus memastikan:

a.

b.

Adanya rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang
merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;

Adanya kriteria dan prosedur sarana dan prasarana Pengabdian kepada
Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada
Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu
pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta
mencerdaskan kehidupan bangsa;

Pengendalian dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi
Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian
kepada Masyarakat secara berkelanjutan;

Adanya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi
Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program
Pengabdian kepada Masyarakat;

Ketersediaan panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar
proses Pengabdian kepada Masyarakat;

Pendayagunaan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja
sama Pengabdian kepada Masyarakat;

Adanya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan
spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
penyampaian laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada
Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada
Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
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5.

Rektor seharusnya menyediakan sistem berbasis TI (paperless) untuk
efisiensi dan efektivitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1.
2.

3.

4.

5.

Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
Rektor membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP2M) untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

Ketua LP2M menyusun tugas pokok dan fungsi dalam mengelola program

Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis

Pengabdian kepada Masyarakat UNEJ yang meliputi:

a. Penyusunan dan pengembangan rencana program Pengabdian kepada
Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada
Masyarakat Perguruan Tinggi;

b. Penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem
penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;

c. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;

d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada
Masyarakat;

e. Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;

f. Peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;

g. Pemberian penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat yang berprestasi;

h. Pendayagunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
pada lembaga lain melalui kerja sama; dan

i. penyusunan laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang
dikelolanya.

WR 1 melakukan evaluasi standar pengelolaan PkM dengan menugaskan

reviewer.

WR 1 dan Ketua LP2M melakukan pengendalian dan peningkatan standar

pengelolaan PkM sesuai rekomendasi reviewer.

VI. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.
2.

Ada Standar Pengelolaan PkM
Ada LP2M sebagai unit kerja yang bertugas untuk mengelola Pengabdian
kepada Masyarakat.

. LP2M telah melaksanakan pengelolaan sbb:

a. Pelaksanaan rencana induk pengabdian kepada masyarakat (Prosentase
Kegiatan PKM yang sesuai dengan Rencana Induk.)

b. Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal
kegiatan pengabdian masyarakat (Daftar Dokumen PkM)

c. Ketersediaan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dalam evaluasi baik (hasil survey fasilitas pelaksanaan PkM)

d. Ada kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat dilakukan minimal 1 kali (hasil monev pelaksanaan PkM-
laporan kinerja pelaksana)

e. Adanya kegiatan diseminasi hasil PkM-jumlah diseminasi
dosen/pelaksana
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j-

Ada kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM dalam bentuk
pelatihan /workshop dan/atau seminar (Daftar kegiatan pelatihan/tahun)

. Ada penghargaan untuk dosen/pelaksana PkM yang berprestasi (Daftar

penghargaan/th)

. Adanya penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada

masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama (Prosentase penggunaan
sarpras dengan Kegiatan)

Ada ketersediaan sarana prasarana sesuai kebutuhan yang menyangkut
jumlah, jenis, dan spesifikasi melalui kerjasama (Laporan Kinerja LP2M)
Ada laporan kegiatan tahunan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
(Laporan Kinerja LP2M)

4. Ketersediaan dokumen Universitas Jember:

a.

b.

Ada rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan
bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi (Renstra Unej)

Ada kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang
melingkup aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam
menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan
teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan
kehidupan bangsa (Pedoman PkM, Standar Penilaian PkM)

Laporan Kinerja LP2M (LAKIN)

d. Laporan/Hasil monev LP2M /PkM

. Ada Standar Pelaksanaan, Pedoman PkM yang mengacu pada standar

hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
MoU atau MoA Kerjasama

. Hasil Inventarisasi kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan

spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (TOR
Perencanaan Sarana-Prasarana)

S. Ketersediaan sistem berbasis TI untuk pengelolaan PkM.

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan:

1.

2.

Formulir sesuai yang tercantum dalam buku formulir sub Standar
Pengelolaan PkM (F3.07.0n)

Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun
2018

. Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian Universitas Jember

(Edisi Revisi) Tahun 2020.

. Rencana Bisnis Universitas Jember
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II.

III.

IV.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

1. Rektor

2. WR2

3. WR3

4. Ketua LP2M

DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kriteria minimal yang dipakai sebagai patokan.

2. Pendanaan PkM adalah penyediaan sumber daya keuangan yang digunakan
membiayai manajemen PkM.

3. Pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
untuk merencanakan program atau kegiatan PkM dengan mekanisme yang
ditentukan oleh Universitas.

4. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data atau fakta dan
analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan
standar yang telah ditetapkan.

5. SIMANGGA adalah Sistem Informasi Manajemen dan Anggaran Une;j.

6. SIMKEU adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Unej.

RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengabdian kepada
Masyarakat (PkM) merupakan salah satu dharma perguruan tinggi (PT) yang
sama pentingnya dengan dharma pendidikan dan Penelitian. Sebagaimana
ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah
satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan
kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta
pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek.

Keharusan dosen untuk melaksanakan PkM dipertegas lagi dalam UU
Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT sebagai acuan
pelaksanaan PkM untuk perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia;

Dalam rangka pengembangan arah dan meningkatkan mutu hasil PkM
yang dilakukan baik oleh dosen dan/atau mahasiswa Universitas Jember harus
ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM. Standar ini akan
berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai sumber dana dan pembiayaan PkM
yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di lingkungan UNEJ.

PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian
kepada Masyarakat (PkM) yang merupakan kriteria minimal sumber dan
mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. WR 2 harus memastikan UNEJ menyediakan dana internal untuk pengabdian
kepada masyarakat.

3. WR 3 harus memastikan adanya kerjasama dengan pihak lain sebagai
sumber dana eksternal.
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4.

WR 2 harus memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang
digunakan untuk:

Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;

. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat

Pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan

Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

Mo a0 o

.Rektor harus menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan

Pengabdian kepada Masyarakat.

Rektor harus menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

yang digunakan untuk membiayai:

a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi
proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil
Pengabdian kepada Masyarakat

b. peningkatan kapasitas pelaksana.

V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

VI.

1.
2.

3.

Rektor menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.

WR 2 berkoordinasi dengan WR 1 dan Ketua LP2M menyediakan dana
internal untuk pengabdian kepada masyarakat.

Rektor berkoordinasi dengan WR 3 dan Ketua LP2M menjalin kerjasama
dengan pihak lain untuk mendapatkan dana eksternal.

WR 2 berkoordinasi dengan Ketua LP2M merencanakan dan menyediakan
pendanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar yang
ditetapkan rektor.

WR 2 dan Ketua LP2M menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan
Pengabdian kepada Masyarakat

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1.
2.

3.

Ada Standar pendanaan dan pembiayaan

Ada ketersediaan dana internal untuk pengabdian masyarakat (% dana
yang diperoleh dalam rangka PkM/tahun)

Jumlah kerjasama dan Hibah kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dengan pihak eksternal -(Jumlah Kerjasama dan Jumlah dana Hibah yang
diterima/tahun.)

. Ketersediaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan

untuk:

perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;

pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan

diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

R L Sl

. Ketersed1aan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada

Masyarakat (SIMKEU/SIMANGGA, SK Rektor terkait mekanisme Pendanaan
dan Pembiayaan)
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VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR
Dalam pelaksanaan standar ini dilengkapi dengan:
1. Formulir sesuai yang tercantum dalam buku formulir subStandard
Pendanaan dan Pembiayaan PkM (F3.08.0n)
2. Panduan Pengabdian PkM.
3. Panduan Hibah Internal PkM.
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